Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Belanja
Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun
2010-2020

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
(S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

OLEH :
NAMA : SITI MUNAWARROH

NIM : 1800860201001

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI
KOTA JAMBI

2022



TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi mienyatakan bahwa skripsi sebagai

berikut:
NAMA : SITIMUNAWARROH

NIM : 1800860201001

PROGRAM STUDI : Ekonomi P.embangunan

JUDUL : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan
Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Tahun 2010-2020

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di uji pada skripsi dan
Komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi

Pembangunana Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
my
(Dr.Pantun Bukit, S.E, M.S 1) (HJ. Susilawati, SE, M.S i)
Mengétahui :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
%

(Hj. Susilawati, SE, M.S i)



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini di pertahankan Tim Penguji Ujian. Komprehenshif dan Ujian Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, Pada :

Hari : Selasa  »
Tanggal : 16 Agustus 2022
Jam : 08:00 - 10:00

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

PANETIA PENGUJI

JABATAN NAMA

Ketua : : Dr.M.Zahari MS, SE.M.S.i

Sékenaﬁs . : Hj. Susilawati, SE, M.S.i

Penguji Utama : Dr.Sudirman, SE.M.E.I )V
Anggota _ : Dr. Pantun Bukit, SE, M.S.i \ 77

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi Ketua Program Studi

Universitas Batanghari EkonomiPembangunan

S A

Dr.Hj. Arna Suryani |$E M.Ak. Ak, ,CA.CMA Hj. Susilawati,S.E, M.Si




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI MUNAWARROH
No . Mahasiswa 1800860201001
Jurusan :  Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Pantun Bukit, SE.M.Si
2. Hj. Susilawati, SE.M.Si

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan

Kemandirian

Daerah  Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Tahun 2010-2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil

penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan

tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis

oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah

pada Universitas Batanghari Jambi.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Jambi, /08 /2022

Yang membuat pernyataan,

PRI MUNAWARROH |
NIM. 1800860201001

hy,
o e



HALAMAN PERSEMBAHAN
Yang utama dari segalanya......
Sembah, sujud dan syukur kepada Allah SWT.
Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan ku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta keridaan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang
sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam terlimpahkan keribaan Rosulullah Muhammad
SAW.
Kupersembahkan karya sedehana ini kepada orang yang sangat kusayangi dan kusayangi .......
Ayahanda dan bunda Tercinta
Sebagai tanda bakti. Hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan untuk ayahanda
Marzuki dan lbunda Siti hadijah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, do‘a dan cinta
kasih yang iada terhinggayang tiada mungkin dapat dibalas, kakakku Jumiati dan adekku Syavira
Anggraini dan keluarga besar saya mengucapkan terimakasih banyak untuk semangat dan harapan
penuh kekuatan yang kalian berikan.
Hanya ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas sebesar besarnya kepada semua teman teman dan
sahabat yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman semangat canda dan
tawa.
Teman teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu yang bermamfaat, support,

canda dan tawa .



ABSTRAK

(SITI MUNAWARROH / 1800860201001 / PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI
KHUSUS(DAK) DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2020 / PEMBIMBING | Dr. PANTUN
BUKIT, M,Si / PEMBIMBING Il HJ. SUSILAWATI, SE, M.Si)

Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk menganalisis perkembangan pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan kemandirian daerah dan belanja
modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi. (2) Untuk
mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus
dan kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota Provinsi Jambi
secara Simultan dan Parsial. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode data panel, analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan
hasil pengelolaan data diperoleh hasil : Pertama, Rata-rata perkembangan variabel
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan kemandirian
daerah Terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Kedua (2) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus Dan
Kemandirian Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara Simultan
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ketiga (3) Pendapatan
Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
secara parsial Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Dana alokasi umum berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara parsial
kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara parsial Kabupaten/kota di
Provinsi Jambi. Dan Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja

modal pertumbuhan Ekonomi secara parsial kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

kemandirian Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi.



ABSTRACK

(SITI MUNAWARROH / 1800860201001 / EFFECT OF REGIONAL
ORIGINAL INCOME (PAD), GENERAL ALLOCATION FUND (DAU),
SPECIAL ALLOCATION FUND (DAK), AND REGIONAL INDEPENDENCE
ON CAPITAL EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH OF JAMBI
PROVINCE 2010-2020/ PEMBIMBING | Dr. PANTUN BUKIT, M,Si /
PEMBIMBING Il HJ. SUSILAWATI, SE, M.Si)

His research aims, (1) To analyze the development of regional ash income,
general allocation funds and special allocation funds and regional independence
and capital expenditures and economic growth of districts/cities in Jambi
province. (2) To determine the effect of regional original income, general
allocation funds, special allocation funds and regional independence on the
economic growth of the Jambi Province Regency/City Simultaneously and
Partally. The data in this study were sourced from the Central Statistics Agency of
Jambi Province. The analytical method used in this study is the panel data
method, descriptive analysis and multiple linear regression analysis. and
economic growth fluctuates from year to year. Second (2) regional ash income,
general allocation funds, special allocation funds and regional independence
together have a significant simultaneous effect on the economic growth of urban
districts in Jambi Province. Third (3) regional ash income has a significant effect
on capital expenditures and overall economic growth. Districts/municipalities in
Jambi Province, General allocation funds have a significant effect on capital
expenditures and partial economic growth of districts/cities in Jambi Province,
and special allocation funds have a significant effect on capital expenditures and
partial economic growth Districts/cities in Jambi Province and Kemandiman
Regions that have a significant impact on capital expenditures for economic
growth are partially regencies/cities in Jambi Province

Keywords: Regional Ash Income. General Allocation Fund, Special Allocation
Fund, Regional Security, Capital Expenditure, and Economic Growth
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di  Indonesia  sesungguhnya merupakan  proses
memanusiakan manusia. Namun dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah
tantangan yang multi dimensi dan kompleks. Bagi Indonesia yang terdiri dari 34
Provinsi dengan Kondisi Geografis dan potensi Sumber Daya yang berbeda-beda,
tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan. Namun upaya untuk
mengatasi persoalan pembangunan harus terus dilakukan pemerintah bersama
DPR harus terus berupaya menyusun kebijakan Nasional untuk mendukung
keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolak ukur keberhasilan

pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah
otonomi daerah melalui Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintah Daerah. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan
dan terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Salah
satu tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
menghadirkan kemandirian daerah untuk mencapai kemandirian daerah perlu
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen Fiskal
yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat di daerah (Carunia,2017;2).



Provinsi Jambi merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di
pesisir timur di bagian tengah pulau Sumatra, ibu Kotanya berada di Kota Jambi.
Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota.
Dimana Provinsi Jambi menggunakan tutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu di
gunakan dalam provinsi Jambi yang mana terdiri atas 8 dialek, yaitu dialek
Tanjung Jabung Timur, dialek Kota Jambi, dialek Muara Jambi, dialek Batang

Hari, Dialek Tebo, Dialek Bungo, Dialek Sarolangun dan Dialek Merangin.

Pengertian pembangunan itu sangat luas, tidak hanya sekedar proses
peningkatan GNP per kapita saja, tetapi juga bersifat multi dimensi yang
mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial dan politik dalam kehidupan
masyarakat. pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses
kenaikkan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh
perbaikkan sistem kelembagaan. Jadi, proses kenaikkan pendapatan per kapita
secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk
mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi, tetapi perbaikkan struktur sosial,
sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), dan perubahan sikap
dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan

ekonomi (Arsyad,2010;31)

Pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu indikator untuk
mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama
dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk memperbandingkan

tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar



wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu

wilayah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan salah satu
modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah,
maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk

melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia,2017;119-121)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari
sumber-sumber dalam daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam
membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah (BPS Provinsi Jambi, 2013;4).

Realisasi pendapatan diseluruh Kabupaten/kota Se Provinsi Jambi dapat
dilihat dari sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari ketiga
sumber tersebut penerimaan dari dana perimbangan merupakan penerimaan yang
paling besar. Berikut akan di jelaskan dari salah satu sumber utama pendapatan

daerah yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.



Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi Tahun 2010-2020 dapat kita lihat pada tabel 1.1 di bawah ini adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(Dalam Milyar Rupiah)

Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR (%)
Kerinci 20.89 34.94 32.02 57.60 61.63 70.46 65.00 74.24 80.23 42.47 98.59 12,44
Merangin 35.08 39.65 30.11 44.40 51.31 76.95 81.83 86.69 85.43 106.16 95.22 10,50
Sarolangun 27.28 31.61 28.01 31.31 56.42 85.37 64.28 85.51 99.78 9.46 95.43 13,34
Btg hari 19.62 35.73 36.26 50.62 70.80 42.63 77.41 87.93 112.0 92.54 164.6 23,70
Mu. Jambi 16.85 28.22 36.39 48.53 61.47 51.99 59.43 77.93 76.90 93.79 84.26 17,46
Tanjab tim 19.78 24.62 29.44 30.97 34.64 38.47 35.96 76.78 73.17 53.92 52.17 10,18
Tanjab bar 21.82 40.61 44.61 54.64 75.42 68.04 83.01 98.78 85.00 120.13 104.11 16,91
Tebo 15.96 19.54 26.94 34.33 53.84 62.32 83.43 68.41 72.82 83.24 77.13 17,06
Bungo 46.76 60.71 64.28 80.20 43.27 105.3 118.7 183.1 137.6 140.3 153.2 12,60
Kota Jambi 72.60 97.84 113.1 149.0 246.4 263.9 303.5 397.3 3289 393.4 403.5 18,71
SEl. Penuh 3.64 14.35 19.71 24.27 34.10 36.25 38.89 31.42 42.63 34.96 48.17 29,46
Pro.Jambi 686.6 984.2 995.8 1.063 1.281 1.241 1.273 1.580 1.494 1.651 1.655 9,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021
Keterangan : GR = Growth Rate (Pertumbuhan Rata-rata %)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan yang tertinggi terjadi
pada Provinsi Jambi tahun 2010 sebesar 686,6 Milyar, kemudian pada Kota Jambi
tahun 2010 sebesar 72,60 Milyar. Dengan tingkat pertumbuhan Provinsi Jambi
sebesar 9,20% dan pertumbuhan rata-rata Kota Jambi sebesar 18,71%. dimana
peningkatan tersebut di sebabkan oleh tinggi nya pendapatan berupa pajak dan
retribusi daerah sehingga dapat mengelola pendapatan asli daerah dari tahun ke
tahun terus meningkat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada
kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2010-2020 yang terendah pada

kota Sungai Penuh tahun 2011 sebesar Rp 14,35 Milyar, kemudian pada



Kabupaten Tebo tahun 2011 sebesar 19,54 Milyar, dan pada Kabupaten Tanjab
Timur pada tahun 2011 sebesar 24,62 Milyar. Dengan pertumbuhan rata-rata Kota
Sungai Penuh sebesar 29,46%, kemudian pertumbuhan kabupaten Tebo sebesar
17,06%, dan pertumbuhan Kabupaten Tanjab Timur sebesar 10,18%. disebabkan
oleh individu di Kab/kota tersebut masih rendah tingkat kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memperhatikan
untuk membayar pajak, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang tepat
sehingga dapat memperbaiki pelayanan wajib pajak agar mau membayar secara
sukarela, dapat meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa pajak, melakukan
sosialisasi dan edukasi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran atas
pentingnya membayar pajak, dan menguatkan moral dan integritas pegawai pajak

dalam menjalankan tugas secara profesional (Binus accounting:2022)

Desentralisasi merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah
dan lingkungannya untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan daerah.
Pemberian wewenang dalam membuat keputusan dan pengawasan kepada pejabat
regional dan lokal untuk kemandirian pemerintah daerah dalam menyalurkan
dana Alokasi Umum kepada seluruh Kabupaten/kota di provinsi Jambi Tahun

2010-2020 .(Ferizaldi,2016; 10)

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah tersebut dalam
mendanai belanja daerah dengan kemampuan daerahnya sendiri, yaitu pendapatan

asli daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap



sumber daya pemerintah, dimana semakin tinggi pendapatan asli di suatu daerah
maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah
pusat. Disamping itu pendapatan asli daerah terdapat salah satu dari dana
perimbangan yang dapat disalurkan untuk menjalankan aktivitas di suatu daerah

secara umum yaitu Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Pasal 1 ayat 23 peraturan
Pemerintah No0.55 tahun 2005). Dana Alokasi Umum Merupakan block grant
yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara
kapasitas dan kebutuhan fiskalnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang
mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih

banyak dari pada daerah kaya.

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan
masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerah
sendiri. Beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan disuatu daerah di atur
sendiri oleh pemerintah daerah setempat tanpa ada campur tangan dari pemerintah

pusat.

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan
akan sangat bergantung pada kebijakkan yang diambil oleh pemerintah daerah itu
sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai

aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam



menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilitas sumber dana secara

berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

Dari setiap definisi tersebut tentang Dana Alokasi Umum (DAU) maka
dapat disimpulkan DAU adalah dana tranfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam rangka untuk pelaksanaan desentralisasi, dana ini
merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah melalui dana perimbangan

yang dapat mempengaruhi besar kecilnya Pertumbuhan Ekonomi.

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 dapat kita lihat pada tabel 1.2 di bawah ini

adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Dana Aloksi Umum Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(Dalam Milyar Rupiah)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR (%)
Kerinci 341,5 369,0 442,6 501,2 545,4 550,8 594,7 594,7 589,2 612,2 570,3 5,26
Merangin 352,6 416,1 509,7 565,2 633,7 642,0 729,3 718,8 718,8 742,3 758,8 7,97
Sarolangun 310,6 352,9 419,8 472,6 513,1 517,7 587,5 583,1 583,1 599,5 611,9 7,02
Btg hari 297,6 344,8 427,9 507,5 527,2 517.9 610,9 605,7 605,7 627,3 642,2 8,00
Mu.Jambi 307,1 370,9 458,3 543,5 565,3 572,6 681,5 670,3 670,3 699,0 8313 10,47

Tanjab tim 239,7 281,5 356,3 430,4 455,9 432,1 533,8 533,2 540,2 564,4 586,9 9,37
Tanjab bar 210,2 279,4 329,5 387,9 429,9 386,1 507,9 506,6 506,6 536,2 549,2 10,08

Tebo 285,6 324,9 460,8 461,0 509,4 507,2 580,9 582,3 582,3 598,3 536,5 6,51
Bungo 311,8 379,2 456,4 523,7 579,6 580,9 641,6 635,0 635,1 656,1 664,1 7,85
Kota jambi 379,2 441,5 543,6 626,3 678,6 668,2 727,6 714,8 714,8 757,4 763,0 7,24
SEl. Penuh 248,3 257,5 295,5 344,5 365,3 370,1 425,7 419,5 422,5 447,9 459,6 6,35
Pro. Jambi 488,7 583,9 7319 836,6 948,3 1.009 1.070 6.565 6.569 1.433 1.444 11,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021
Ket : GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Dana
Alokasi Umum Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 mengalami
perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan yang tertinggi terjadi pada

Provinsi Jambi pada Tahun 2010 sebesar Rp 488,7 Milyar, kemudian kota Jambi



pada tahun 2010 sebesar 379,2 Milyar, dan Merangin pada tahun 2010 sebesar
352,6 Milyar. Dengan perkembangan masing-masing dalam tahun 2010-2020
pada Provinsi Jambi sebesar 11,44%, kemudian pada kota Jambi sebesar 7,24%
dan Kabupaten Merangin sebesar 7,97%. disebabkan oleh 2 faktor yaitu pertama
kebutuhan daerah yang minimum dan yang kedua kemampuan finansial daerah
yang tinggi. Sebaliknya perkembangan yang terendah terjadi pada Kabupaten
Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010 sebesar Rp 210,2 Milyar, Kemudian
Kabupaten Tanjab Timur pada tahun 2010 sebesar 239,7 Milyar. Dengan
pertumbuhan masing-masing dalam tahun 2010-2020 pada kabupaten Tanjab
Barat sebesar 10,08%,kemudian pada Tanjab Timur sebesar 9,37%, dan
Kabupaten Merangin sebesar 7,97%. yang disebabkan oleh kebutuhan daerah
yang tinggi dan ketidakmampuan secara finansial di daerah tersebut dalam

mengelolah pembiayaan belanja daerah.

Selain kebutuhan umum yang di butuhan oleh pemerintah daerah, disuatu
daerah juga membutuhkan dana untuk kebutuhan khusus yang berupa kegiatan di
luar aktivitas umum, yaitu dana alokasi khusus yang telah di sediakan oleh
pemerintah pusat untuk di salurkan ke daerah masing-masing di setiap

kabupaten/kota di Provinsi Jambi maupun luar Kota Jambi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah
untuk memenuhi kebutuhan khusus. kebutuhan yang tidak dapat digunakan dalam
dana alokasi umum, Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer
yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan (BPS Provinsi

Jambi, 2020;6).



Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 yang
mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah

telah mengeluarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari pendapatan
APBN vyang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan

ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Pengertian DAK diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 33
tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan
Daerah yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. sehingga dapat membantu
mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh Pemerintah

Daerah sehingga dapat kita lihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 di bawah ini adalah sebagai

berikut :



Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(Dalam Milyar Rupiah)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR (%)
Kerinci 44.28 48.91 56.52 60.81 50.48 61.40 2313 162.7 163.0 178.4 153.8 13,26
Merangin 51.65 46.34 46.65 51.81 49.33 72.09 301.9 195.6 214.3 233.6 247.4 16,96
Sarolangun 41.87 42.17 51.69 45.97 47.31 67.69 211.7 74.66 199.6 195.1 189.0 16,27
Batanghari 39.79 31.43 32.01 49.68 28.21 13.08 158.1 181.8 155.9 1523 237.5 19,56
Mu.Jambi 47.12 44.52 57.74 53.33 48.93 52.91 240.6 157.4 202.4 180.5 158.4 12,89
Tanjab tim 49.29 8.33 18.47 8.07 16.30 110.1 143.4 171.0 210.4 186.7 198.5 14,95
Tanjab bar 0 0 3.75 3.55 540.7 5.47 157.3 120.9 147.2 163.3 245.1 68,62
Tebo 39.98 42.57 34.16 41.95 50.68 48.77 60.96 128.8 139.8 155.1 138.0 13,19
Bungo 55.72 48.63 40.23 54.33 61.14 65.45 102.9 196.2 201.4 198.5 202.5 13,77
Kota jambi 32.23 34.67 40.01 48.53 50.25 107.1 335.1 189.8 309.8 220.6 261.8 23,30
SEl. Penuh 32.88 50.55 18.75 27.50 27.04 40.22 154.1 90.37 103.2 104.4 136.9 15,33
Pro. Jambi 20.03 24.73 33.11 53.33 49.35 57.95 154.6 1.669 2.047 1.067 1.201 50,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2021
Ket : GR (%) ; Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Dana
Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 mengalami
perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan yang tertinggi terjadi pada
Kabupaten Bungo pada tahun 2010 sebesar Rp 55,72 Milyar, kemudian pada
Kabupaten Merangin tahun 2010 sebesar 51,65%. Untuk tahun 2013
kabupaten/kota yang tertinggi terjadi pada Kabupaten Kerinci tahun 2013 sebesar
60,81 Milyar, Kemudian pada Kabupaten Bungo tahun 2013 sebesar 54,33
Milyar. Dengan Pertumbuhan masing-masing pada Kerinci sebesar 13,26%,
kemudian Merangin sebesar 16,96% dan kabupaten Bungo sebesar 13,77%
dikarenakan pemerintah terus menerus menyempurnakan regulasi penyaluran
DAK dan mempertimbangkan efektifitas serta usulan dari daerah. Sebaliknya
perkembangan yang terendah terjadi pada Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010
dan 2011 sebesar Rp 0 Milyar. Kemudian Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar
20,03 Milyar. Dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing kabupaten/kota pada

Tanjab Barat sebesar 68,62%, kemudian pada Provinsi Jambi sebesar 50,59%. di



karenakan belum optimalnya penyaluran DAK Fisik yang salah satunya
disebabkan oleh faktor teknis. Laporan capaian output pemda tidak dapat

memenuhi batasan capaian output yang merupakan persyaratan penyaluran.

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur
dengan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari tingkat kemandirian
keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan merupakan salah satu faktor
penting dalam mendukung kinerja pemerintah daerah. Baik dalam kegiatan
pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal
ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat. Semakin tinggi
kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan
pemerintah semakin rendah. karena hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi
keuangan daerah masing-masing. Interval kemandirian daerah dapat dilihat pada
tabel 1.4 dibawah ini dimana menunjukkan bahwa semakin besar nilai derajat
desentralisasi Fiskal (DDF) maka semakin besar pula kemandirian fiskal suatu
kabupaten/kota di provinsi Jambi. Berikut definisi ukuran daerah dapat dikatakan

mandiri menurut Ardhini (2011) yaitu :

a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan kemandirian
daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung
kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi

daerah.



b.

Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan kemandirian
daerah tersebut cukup rendah, Namun campur tangan pemerintah pusat
mulai berkurang dengan demikian di anggap sedikit mampu melaksanakan

otonomi daerah.

Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan kemandirian
daerah tersebut cukup tinggi, dengan demikian daerah yang bersangkutan

tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan kemandirian
daerah tersebut tinggi, dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya sudah sangat mampu melaksanakan urusan otonomi.

Untuk mengetahui Tingkat kemandirian daerah Kabupaten/kota di

provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(dalam persentase %)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR (%)
Kerinci 3,56 4,83 4,12 6,59 6,75 6,08 7,20 6,29 6,24 3,18 6,41 1,80
Merangin 6,32 5,33 3,65 4,57 4,98 6,97 5,38 6,18 6,57 6,86 6,75 1,07
Sarolangun 4,19 4,49 3,43 3,44 5,59 7,40 7,76 6,76 9,05 6,54 5,44 1.30
Btg hari 3,18 5,05 4,52 4,77 6,84 4,45 6,78 7,28 8,08 6,81 8,58 2,70
Mu.Jambi 2,73 3,78 3,94 4,46 5,94 4,67 4,92 6,04 6,62 6,16 6,54 2,39
Tanjab tim 2,45 2,92 3,10 2,97 3,36 3,89 3,81 6,58 4,09 4,24 4,37 1,79
Tanjab bar 2,59 3,69 3,30 3,46 4,90 6,54 6,87 6,56 8,59 6,29 7,09 2,74
Tebo 3,09 3,30 3,74 3,88 5,47 6,44 5,90 6,69 6,63 6,77 6,77 2,19
Bungo 7,17 8,16 7,47 7,65 4,20 9,46 9,77 13,92 9,73 9,91 9,69 1,35
Kota Jambi 9,38 10,18 9,48 11,36 16,89 16,96 16,91 24,29 19,31 21,01 19,40 2,07
SEI. Penuh 1,06 2,72 3,31 3,57 5,54 474 4,54 421 4,38 4,06 3,63 3,32
Pro.Jambi 37,29 40,47 30,29 29,72 34,82 34,43 35,25 34,47 34,01 31,48 31,85 -9,91
Sumber : Data Diolah 2022

Ket : GR (%) ; Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas tentang tingkat kemandirian kabupaten/kota

di provinsi jambi Tahun 2010-2020 masih tergolong sangat rendah, karena berada



pada interval 0% - 25%, dan kabupaten yang terendah terjadi pada Kota Sungai
Penuh tahun 2010 sebesar 1,06 persen, kemudian Kabupaten Tanjab Timur tahun
2010 Sebesar 2,45 persen. Dan yang tertinggi terjadi pada Provinsi Jambi tahun
2010 sebesar 37,29 persen kemudian Kota Jambi Tahun 2010 sebesar 9,38 persen.
Dengan pertumbuhan rata-rata kabupaten/kota daerah yang tertinggi pada Provinsi
jambi sebesar -9,91%, kemudian pada Kota Jambi Sebesar 2,07%. Dan
pertumbuhan rata-rata yang terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 3,32%,
kemudian Tanjab Timur sebesar 1,79%. Dari tabel di atas menunjukkan tingkat
kemandirian daerah untuk Kabupaten/kota di Provinsi Jambi semua meningkat,
namun masih dalam kategori tingkat kemandirian rendah sekali, karena kontribusi
PAD masih dibawah 25 persen terhadap APBD nya. Kemampuan kemandirian
tersebut masih tergolong rendah sekali namun campur tangan pemerintah pusat

mulai berkurang dan dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

Tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah tingkat
kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah
satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Sedangkan APBD adalah

Pendapatan yang di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

(UU. 33 Tahun 2004).



Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belanja
modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal
ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Berkembang
pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah mampu mendorong kegiatan
investasi di daerah tersebut sehingga berdampak terhadap pertumbuhan
pendapatan daerah pada masa yang akan datang, perekonomian daerah yang
semakin berkembang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

setempat.

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan atau pembangunan aset
tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset
tersebut meliputi pengadaan tanah,alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat
bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer,
mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat
komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi
jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi
listrik dan telepon, bangunan, buku atau kepustakaan, barang seni, pengadaan
hewan ternak, dan tanaman, serta persenjataan dan keamanan (Badan Pusat

Statistik; 2022).

Untuk mengetahui Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/kota di

Provinsi Jambi tahun 2010-2020 yaitu sebagai berikut :



Tabel 1.5
Realisasi Belanja Modal Kabupaten/kota
di Provinsi Jambi tahun 2010-2020
(dalam Milyar Rupiah)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR(%)

Kerinci 76,58 1724 1919 199,9 201,5 177,2 198,3 201,9 191,9 286,7 216,7 273,0

Merangin 102,2 177,5 57,96 2121 229,3 291,2 340,7 301,7 208,2 226,7 2747 258,8

Sarolangun | 210,5 185,9 2195 199,5 228,6 284,4 2339 247,3 2152 414,9 2417 107,7

Btg Hari 106,0 106,1 215,6 255,7 2416 156,6 172,2 206,6 148,2 298,9 150,5 132,0

Mu.Jambi 153,8 162,5 2459 425,9 336,1 298,9 268,5 368,2 292,3 322,2 262,8 160,9

Tanjab tim 282,8 276,9 3173 364,2 339,2 279,1 365,8 275,1 312,9 328,9 229,2 71,0

Tanjab bar 242,0 235,9 2719 457,7 586,4 268,7 2251 418,0 419,6 697,2 353,9 136,2

Tebo 199.4 162,1 208,7 2718 357,4 2457 233,3 233,7 258,9 269,1 139,8 60,1

Bungo 160,1 118,7 103,0 246,9 195,2 172,4 110,6 156,0 203,2 234,6 153,9 86,1

Kota jambi 88,89 148,3 248,4 270,9 295,6 384,8 424,2 419,3 469,3 432,1 4443 489,8

SEI.Penuh 64,09 1414 146,5 192,9 158,0 178,6 2121 173,1 194,7 176,5 134,6 200,0

Pro.Jambi 465,9 518,7 678,7 937,9 818,0 791,3 945,5 895,6 784,7 866,5 624,7 1241

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi,2022
Ket : GR = Pertumbuhan Rata-rata(%)

Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan Belanja Modal pada
Kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 berfluktuasi. Kabupaten/kota
di Provinsi Jambi pada tahun 2010 yang terendah yaitu Kota Sungai Penuh
sebesar 64,09 Milyar, kemudian tahun 2011 pada Kabupaten Batang Hari sebesar
106,1 Milyar, dan Tahun 2012 pada Kabupaten Merangin sebesar 57,96 Milyar,
tahun 2014 pada Kota Sungai Penuh sebesar 158,0 Milyar. Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu pada Provinsi Jambi sebesar
465,9 Milyar, Kemudian tahun 2010 pada Kabupaten Tanjab Timur sebesar 282,8
Milyar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah.
sementara itu, kebutuhan untuk belanja-belanja harus dipertimbangkan karena ada
basis tertentu. Belanja modal ini merupakan pembiayaan berjangka panjang atau
multiyears. Setiap tahunnya harus diperbaharui kebutuhannya.

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai
suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu
perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase




perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (Sadono Sukirno,2006:9).

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memliki arti yang
hampir sama sehingga sebagian orang ada yang tidak dapat membedakan
pengertian dari kedua kata tersebut. Cara yang mudah dalam membedakan antara
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah “pembangunan
ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan”. Artinya ada
tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara/daerah pada suatu tahun
tertentu tidak saja diukur dari kenaikkan produksi barang dan jasa yang berlaku
dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku
dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan,
perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam
infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran

masyarakat (Sadono Sukirno,10:2006).

Pertumbuhan ekonomi dapat di definisikan sebagai pembangunan daerah
yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksikan dalam masyarakat
bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah
makroekonomi dalam jangka panjang belum tentu melahirkan pembangunan
ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Dari
satu periode ke periode lainnya. kemampuan suatu negara untuk menghasilkan
barang dan jasa akan selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitas (Sadono

sukirno,11:2006)



Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat
pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh
pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi
produksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.
Dengan demikian perkembangan ekonomi akan lebih lambat dari potensinya.

(Sukirno Sadono;2004)

Perekonomian di suatu daerah di dukung sarana pra sarana publik dan
infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan
pendapatan masyarakat secara umum tercermin pada pendapatan per kapitanya.
PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi di
suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri merupakan salah satu
negara berkembang yang juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat
dikatakan dalam kondisi baik ditengah persaingan global. Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,27 % pada kuartal 11-2018 secara
tahun  sehingga tingkat Pertumbuhan Ekonomi diduga dapat memperkuat
pengaruh PAD,DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Semakin tinggi
tingkat pendapatan daerah, maka seharusnya peningkatkan PAD, DAU, DAK dan

Tingkat kemandirian terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi semakin
tinggi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun

2010-2020 dapat kita lihat pada tabel 1.6 di bawah ini sebagai berikut :



Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Provinsi jambi tahun 2010-2020
(Dalam Persentase (%0))

Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata (%)
Kerinci 5,89 6,21 7,50 6,16 9,07 6,41 6,72 5,86 4,93 4,23 3,86 0,89
Merangin 7,85 7,25 6,37 6,45 7,13 5,40 6,22 5,39 4,93 4,27 0,83 0,79
Sarolangun 8,09 8,77 8,49 7,61 5,20 3,59 4,26 4,68 4,80 4,65 0,25 0,71
Batanghari 8,09 9,54 8,35 6,48 7,56 4,27 4,65 4,81 4,83 4,93 0,39 0,70
Muaro jambi 6,05 8,41 7,23 7,15 8,03 5,25 5,49 4,95 5,01 4,95 0,37 0,58
Tanjab Timur 5,78 7,36 2,78 4,57 5,81 1,81 2,65 3,07 2,94 4,21 392 0,17
Tanjab Barat 6,87 7,64 4,95 5,73 6,41 3,64 3,14 4,48 6,77 5,01 0,60 0,57
Tebo 5,96 9,07 7,70 7,63 8,82 5,35 5,40 5,58 4,98 4,76 0,02 0,54
Bungo 6,73 9,74 9,65 9,02 6,74 5,13 5,39 5,68 4,65 4,25 0,44 0,57
Kota Jambi 6,66 7,79 7,67 8,50 8,18 5,12 6,84 4,68 5,30 4,79 3,96 0,25
SEI. Penuh 6,47 6,86 7,09 8,45 7,54 7,06 6,51 6,02 4,88 5,05 0,16 0,57
Pro. Jambi 7,35 7,86 7,03 6,84 7,36 4,21 437 4,60 4,69 437 0,44 0,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1.6 laju pertumbuhan Kabupaten/kota Provinsi Jambi
pada tahun 2010-2020 mengalami perkembangan yang cenderung berfluktuasi.
Terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi Kabupaten/kota Provinsi
Jambi bahwa kabupaten Kerinci pada tahun 2020 sebesar 3,86 persen, kemudian
Merangin sebesar 0,83 Persen. memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi selama
dalam kurun waktu 11 tahun didominasikan oleh lapangan usaha
pertanian,kehutanan,dan perikanan serta pertambangan dan perdagangan. Pada
tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan yang paling rendah
adalah kabupaten Tebo sebesar -0,02 persen kemudian Sungai Penuh sebesar -
0,16 persen. selama dalam kurun waktu 11 tahun disebabkan oleh adanya

kontraksi dalam jasa keuangan dan asuransi kesehatan.

Dari uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian dan
dituangkan ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal dan




Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010 -

2020”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun
2010-2020 mengalami Perkembangan yang berfluktuasi cenderung
menurun, dimana pada Provinsi Jambi tahun 2010 Pertumbuhan
Ekonomi sebesar 7,35% tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi sebesar -
0,44%.

2. Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-
2020 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Dimana pada
Provinsi Jambi tahun 2010 Belanja Modal sebesar 465,9 Milyar, tahun

2020 mengalami kenaikkan sebesar 624,7 Milyar.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi
Jambi Tahun 2010-2020 mengalami perkembangan yang berfluktuasi
cenderung meningkat, dimana pada Provinsi Jambi tahun 2010
Pendapatan Asli Daerah sebesar 686,6 Milyar, tahun 2020 Pendapatan

Asli Daerah sebesar 1.655 Milyar.

4. Realisasi Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/kota Provinsi Jambi
Tahun 2010-2020 mengalami perkembangan yang berfluktuasi

cenderung meningkat, dimana pada Provinsi Jambi tahun 2010 Dana



Alokasi Umum sebesar 488,7 Milyar, tahun 2020 Dana Alokasi Umum

sebesar 1.444 Milyar

5. Realisasi Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2010-2020 mengalami perkembangan yang berfluktuasi
cenderung meningkat, dimana pada Provinsi Jambi tahun 2010 Dana
Alokasi Khusus sebesar 20,03 Milyar, tahun 2020 pada Provinsi Jambi

Dana Alokasi Khusus sebesar 1.201 Milyar.

6. Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2010-2020 mengalami perkembangan yang berfluktuasi
cenderung meningkat, dimana pada Provinsi Jambi tahun 2010 Tingkat
Kemandirian Daerah sebesar 5,36%, tahun 2020 pada Provinsi Jambi

Tingkat Kemandirian Daerah sebesar 6,29%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi
Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian
Daerah secara simultan terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 ?

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi

Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian



Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 ?

3. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan
Asli  Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi
Khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah secara simultan
terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020!

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengaruh Pendapatan
Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi
Khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah secara parsial
terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengaruh belanja
modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi

Jambi Tahun 2010-2020.



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai beikut :
1. Manfaat teoritis

a. dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk
pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di

bahas dalam penelitian ini.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan PAD, DAU,
DAK dan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap pertumbuhan

Ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan
potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas

pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

b. Bagi Pengembangan Ilmu, Penelitian ini di harapkan dapat
memberikan referensi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA DAN METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang di peroleh dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan,
serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Merupakan Perwujudan Dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber
Pendapatan Daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai

dengan Potensinya.

Peranan PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah
daerah memaksimalkan nya. Untuk itu, pasal 5 ayat 1 UU 33/2004 memberikan
cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
Pernyataan tersebut mengindikasikan semakin tinggi capaian PAD pada daerah
akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi
Fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa Daerah tersebut tidak

bergantung pada pemerintah pusat.



Ketentuan mengenai PAD juga tercantum dalam Undang-undag No. 23
tahun 2004, peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006, dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang di atur Menteri
Keuangan. Sumber —sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana di atur

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu :

a.  Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah,
yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungutan
pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pajak
daerah dan Retribusi daerah menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari :
(@) Pajak hotel, (b) Pajak restoran dari rumah makan, (c) Pajak hiburan, (d)
Pajak reklame, (e) Pajak penerangan jalan, (f) Pajak pengambilan bahan

galian golongan c, (g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal
tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan
non migas, Penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era

minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industri tekstil, namun



sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak
terkendali mendapatkan reaksi dari masyarakat internasional sehingga

menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis
menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber
keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh
daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia,

2017; 87)

Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah
menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran
dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh
pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi
daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran
atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan
retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan
pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah
digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang

bersangkutan (Carunia, 2017;85-88). Adapun ciri-ciri Retribusi Daerah : (i)



Retribusi di pungut oleh Pemerintah Daerah, (ii) Dalam pemungutan
terdapat paksaan secara Ekonomis, (iii) Adanya kontraprestasi yang secara
langsung dapat ditunjuk, (iv) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau
badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.
Retribusi Daerah digolongkan dalam tiga kelompok Retribusi, yang terdiri

dari :

(1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan,adapun retribusi jasa umum ditentukan sebagai berikut : (i)
Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha atau perizinan tertentu, (ii) Jasa yang bersangkutan
merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas
desentralisasi, (iii) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi
orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi,
disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (iv)
Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (v) Retribusi tersebut
tidak  bertentangan  dengan  kebijakan  nasional  mengenai
penyelenggaraan, (vi) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif
dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang

potensial, (vii) Pemungutan retribsui memungkinkan penyediaan jasa



(@)

tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi :

1) Retribusi pelayanan kesehatan
2) Retribusi pelayanan kebersihan

3) Retibusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte

catatan sipil

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

6) Retribusi pelayanan pasar

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

9) Retribusi pengantian biaya cetak peta

10) Retribusi pengujian kapal perikanan

Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun Jenis
retribusi jasa khusus atau usaha adalah : (i) Retribusi pemakaian
kekayaan daerah, (ii) Retribusi pasar glosir atau pertokoan, (iii)
Retribusi tempat pelelangan, (iv) Retribusi terminal, (v) Retribusi

tempat khusus parkir, (vi) Retribusi tempat penginapan, (vii) Retribusi



penyedotan kakus, (ix) Retribusi rumah potongan hewan, (xi) Retribusi

pelayanan pelabuhan kapal.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah
susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan
kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan,
dan perubahan status hukum serta penata usahanya. Hasil pengelolaan
kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik negara. Adapun Jenis hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi : (a) Bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, (b)
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah
atau BUMN, (c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat, (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah.

Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan
untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun
menurut Pasal 6 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lain-lain
PAD yang sah meliputi : (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (e) komisi/potongan



ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaian

barang/jasa oleh daerah, (f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing, (g) Pendapatan denda atas

pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, (h) Pendapatan denda pajak, (i)

Pendapatan denda retribusi, (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,

(k) Pendapatan dari pengembalian, (I) Fasilitas social dan fasilitas

umum, (m) Pendapatan dari penyelenggaran pendidikan dan pelatihan,

(n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (peraturan
daerah,2017).

Keempat bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu

menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, pendapatan Asli

Daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah

maupun jumlah penduduk.

2.1.1.1.1 Tujuan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (djpk.Kemenkeu:2022).

2.1.1.1.2 Instrument Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam
rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain

pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah



akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah

mempunyai tujuan :

1) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat

dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.

2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan

masyarakat

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan
potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan

yang memadai.

4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip

desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017 ;19)

Instrument Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

2.1.1.2 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Aloksi Umum (DAU) adalah block grant (Hibah) yang diberikan
kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara
kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa
daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya

(Mudrajad, 2004; 30)



Secara definis, dana alokasi umum dapat diartikan sebagai berikut
(Sidik,2003) Dalam buku Otonomi dan pembangunan daerah (Mudrajad

Kuncoro,2004) :

a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang
pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah
fiskal (Fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas

fiskal.

b. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan

penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

c. Equalization grant, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan
kemampuan keuangan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil

Pajak, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh Daerah.

Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana
alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana
subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang di
kumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi
dan bangunan. Dana alokasi ini di bedakan menjadi dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus.

Dana alokasi umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN
dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya

minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana aloksi umum ini di



alokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Menurut Undang-
undang No. 25 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah adalah Sumber pendapatan dari Dana alokasi umum di
bagikan 75% untuk Pemerintah Pusat dan 25% untuk Pemerintah Daerah

(Suparmoko, 2002 : 42)

2.1.1.2.1 Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Tujuan paling penting dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum adalah
dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar Pemda
di Indonesia. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Pasal 7 menggariskan bahwa
pemerintah Pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari penerimaan
Dalam Negerinya dalam bentuk DAU (Mudrajad, 2004;30)
2.1.1.2.2 Instrument Perhitungan Dana Alokasi Umum

Kebijakan perhitungan DAU Tahun Anggaran (TA) 2003 menggunakan
formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (fiscal gap) yang di atur dalam PP
84/2001 sebagai perubahan atas pp 104/2000 tentang Dana Perimbangan
(digunakan dalam perhitungan DAU TA 2002). Selain dengan formula (FP)
berupa Alokasi Minimum (AM).

Ditetapkan dalam rapat panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah
Tanggal 10 juli 2002, bahwa penyempurnaan formula dan perhitungan DAU
dilakukan dengan : (a) Meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan, (b)
Mengurangi porsi DAU dalam perhitungan AM dan memperbesar porsi DAU
yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah

(perhitungan DAU dengan formula dalam PP 84/2001), (c) Mengupayakan untuk



tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima DAU TA 2003
kurang dari atau minimal sama dengan DAU plus Dana Penyeimbangan TA 2002.
Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui Dana Penyeimbangan TA 2003.

(Mudrajad,2004;30-31)

Instrument Perhitungan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

2.1.1.3 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana aloksi khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
(djpk.kemenkeu:2022).

Jenis-jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam

anggaran pendapatan belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk



membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan

Daerah.

2.1.1.3.1 Tujuan Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus Bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus, baik secara fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.1.1.3.2 Kebutuhan Khusus Dalam Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk
tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat
sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan Nasional Khusus.
Kebutuhan Dalam Dana Alokasi Khusus meliputi :
1. kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak

mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung

transmigrasi.

3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah

pesisir/kepulauan tidak memadai.

4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak

kerusakan lingkungan (Mudrajad,2004;34-35)

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Pasal 8 mengatakan bahwa kebutuhan
khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang tidak dapat
di perkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU dan kebutuhan

yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.



Empat puluh persen dari penerimaan Negara yang berasal dari Dana
Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. DAK diberikan kepada daerah
tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan dana pendamping 10%
yang berasal dari penerimaan umum APBD (Kecuali untuk DAK Reboisasi).
Untuk APBN Tahun Anggaran 2001 dan 2002, DAK hanya berasal dari Dana
Reboisasi (DR) masing-masing dengan jumlah Rp 700,6 Milyar dan Rp 817,3
Milyar. APBN Tahun Anggaran 2003 dianggarkan Rp 2.616,6 Milyar yang terdiri
dari DAK-DR sebesar Rp 347,6 Milyar dan DAK non DR sebesar Rp 2.269
Milyar (Mudrajad, 2004;35)
2.1.1.3.3 Persyaratan Dalam Dana Alokasi Khusus

Persyaratan untuk memperoleh dana alokasi khusus antara lain sebagai
berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai
seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak

dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain penerimaan yang sah.

2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari

kegiatan yang diajukan (kecuali untuk DAK dari Dana Reboisasi)

3. Kegiatan tersebut memenuhi Kkriteria teknis sektor/ kegiatan yang

ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait.

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Berdasarkan PP 104/2000 Meliputi :



1. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan peningkatan
atau perbaikkan prasarana dan sarana fisik dengan umum ekonomis yang

panjang.

2. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian
dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas,

tidak melebihi 3 Tahun (Mudrajad,2004;35)

Berdasarkan peraturan pemerintah No0.55 tahun 2005 tentang dana
perimbangan disebutkan bahwa rumus perhitungan mencari Dana Alokasi Khusus

(DAK) adalah sebagai berikut :

KUD = (PAD + DAU + DBH - DBHDR)-Belanja Gaji PNSD

Keterangan :

KUD = Kemampuan Keuangan Daerah
PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU= Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

2.1.1.4 Pengertian Tingkat Kemandirian Daerah

Pengertian Kemandirian daerah (otonomi fiskal) dalam jurnal Pantun
Bukit (2021:5) dalam buku menurut halim (2004) adalah kemampuan daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
pendapatan yang diperlukan daerah. Secara konsepsional ada 4 pola hubungan

yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu :



1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan
daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirianya mendekati
mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak
ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kemampuan dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur dengan
kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari kemandirian daerah. Merupakan
gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber
dana pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan
daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi
semakin rendah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya
daerah harus membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Untuk itu di perlukan
analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan

daerah.

Dari analisis tersebut dapat diketahui permasalahan dan solusi yang tepat
untuk mengurangi ketidakmandirian keuangan daerah sekaligus meningkatkan
pendapatan dan pengelolaanya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat akan semakin membaik.



2.1.1.4.1 Tujuan Kemandirian Daerah

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau
mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas

pelayanan publik bagi masyarakat.

2.1.1.4.2 Instrument Perhitungan Kemandirian Daerah

Undang-undang dasar 1945 pasal 18,18 A dan B, dimana pembagian
daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau
daerahnya sendiri. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan
potensiu diwilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas
otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, persoalan
bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kerjasama antar daerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak
berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi
daerah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dalam

bentuk kerjasama yang ideal.

Instrumen perhitungan Kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

TKD = Dana Transfer
-  X100%
APBD




2.1.1.5 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja
Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan,aset tak terwujud. Termasuk didalamnya adalah pengeluaran
untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa

manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. (djpk.kemenkeu:2022)

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, sebagai

berikut:

1. Belanja modal tanah, digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan
penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan,
perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran
lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja  Modal Peralatan dan  Mesin, digunakan  untuk
pengadaan/penambhan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan
dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12
bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan  untuk
pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan



bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, digunakan untuk pengadaan/
penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta
perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan
pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai
jalan irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya, digunakan untuk pengadaan/ penambahan/
penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan
terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria
belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan
irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal
kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala,
dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan

jurnal ilmiah.

2.1.1.5.1 Kriteria Belanja Modal

Dalam peraturan Direktorat Jenderal perbendaharaan terkait pedoman
penggunaan akun pendapatan belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai
di No. PER-33/PB/2008 dijelaskan bahwa kriteria belanja barang ataupun belanja

modal adalah bila berbagai syarat dibawah ini bisa dipenuhi sebagai berikut :



1. Pengeluaran mampu mengakibatkan adanya pendapatan aset tetap ataupun
aset lainnya yang mampu menambah masa umur, kapasitas dan juga
manfaat dari aset itu sendiri.

2. Kegiatan pengeluran yang dilakukan mampu melebihi kapasitas aset tetap
ataupun aset lainnya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah
setempat.

3. Pengadaan aset tetap dilakukan bukan untuk dijual kembali.

4. Pengeluran yang dilakukan setelah memperoleh aset tetap atau aset
lainnya dengan masa kapasitas,kualitas, manfaat dan volume asetnya harus
tetap bertambah.

5. Pengeluran harus mampu memenuhi batasan minimal pada nilai

kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya.

Instrumen perhtiungan dalam Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Belanja Modal = Kenaikkan Bersih dalam aset tetap + Beban Penyusutan

Kenaikkan bersih aset tetap = Aset Tetap Pada Akhir Tahun — Aset Tetap
Pada Awal Tahun

2.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor
ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada
sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi dan sebagainya.
Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak

mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik dan nilai-nilai moral dalam



suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial,
sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor
Nonekonomi. Dalam suatu studinya, Profesor Bauer menunjukkan bahwa
penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas,
kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi serta

struktur politik dan kelembagaan.(Jhingan,2014;67)

Teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan
mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenikkan output per kapita dalam
jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut
berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori
pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu “ceritera” (yang logis) mengenai
bagaimana proses pertumbuhan terjadi.(Dr.Boediono,2018;2) adapun Faktor-
Faktor dalam pertumbuhan ekonomi ada dua yaitu faktor ekonomi dan Faktor

nonekonomi adalah sebagai berikut :

2.1.1.6.1 Faktor Ekonomi
Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan

utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi
jatuh atau bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang
terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Berikut beberapa faktor
ekonomi tersebut akan di bahas di bawah ini :
1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu

perekonomi adalah sumber alam atau tanah. Tanah sebagaimana



dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti
kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral,
iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Dalam dan bgai
pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah
merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekuarangan sumber
alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.(Jhingan, 2014;67)
2. Akumuliasi Modal

Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ialah
akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang
secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas
waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukkan
modal.
3. Organisasi

Organisasi  merupakan bagian penting dari  proses
pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor
produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi
(komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatan
produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para
wiraswastawan tampil sebagai organiastor dan pengambil risiko di
antara ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan

kemampuan biasa.

4. Kemajuan Teknologi



Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di
dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan
perubahan di dalam metode produksi yang merupakan pembaharuan
atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah

menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5. Pembangian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembangian kerja menimbulkan peningkatan
produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala
besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Hal ini
menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan
arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian
kerja menghasilkan perbaikkan kemampuan produksi bruh. Setiap
buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya, dapat menghemat

waktu.

2.1.1.6.2 Faktor Nonekonomi

Faktor nonekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan
ekonomi. Pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, di luar analisa
faktor ekonomi, membawa Kkita kepada pengkajian terhadap unsur-unsur
penentuan yang bersifat psikologis dan sosiologis dalam faktor-faktor ini. Jadi

perubahan terjadi pada faktor nonekonomi yang pokok di bawah ini :



1. Faktor sosial
Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa ke arah
penalaran(reasoning) dan skeptisisme. la menanamkan semangat membara
yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan
kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan
pandangan, harapan , struktur dan nilai-nilai sosial.
2. Faktor Manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata
tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekan

pada efisiensi mereka.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan
ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi Inggris, Jerman, Amerika
Serikat, Jepang dan Prancis. Merupakan hasil dari stabilitas politik dan

administrasi mereka yang kokoh sejak abad ke-19. (Jhingan,2014;67-76)

2.1.1.6.1 Tujuan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memajukan suatu daerah,
memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, penguasaan terhadap

teknologi produksi serta mensejahterakan masyarakat di suatu daerah.



2.1.1.6.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya.
Sementara kesuksesan pemerintahan suatu negara dilihat dari kemampuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi ini
penting untuk diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena menjadi indikator
keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya dalam menciptkan kehidupan
yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara
senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya agar mencapai
optimal bahkan maksimal. Berhasil tidaknya pencapaian pertumbuhan ekonomi

suatu negara dicirikan dengan hal sebagai berikut :

1. Produktivitas meningkat

2. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita tinggi

3. Laju perubahan struktural tinggi

4. Adanya gelombang urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke
kota

5. Ekspansi negara maju.

Semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara/daerah
mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi pula. Lantas, apa yang
menjadi ukuran atau indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara? Banyak
faktor yang bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai

berikut :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)



2. Pendapatan Riil Per Kapita
3. Kesejahteraan Penduduk

4. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran.

Instrumen Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut :

Rtiy = (PDBy—PDBy;) y 1009
PDB..,

Keterangan :

R = Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase(%)
PDB; = Produk domestik bruto pada tahun t

PDB:.; = Produk domestik bruto pada tahun sebelumnya.

2.1.2  Hubungan Antar Variabel-variabel Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah

Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi, Yaitu sebagai Berikut :

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD),Dana Alokasi Umum(DAU),
Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap
Belanja Modal

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang paling berkontirbusi
untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana
alokasi umum digunakan untuk menanggulangi ketimpang fiskal dimana dana
alokasi umum yang disalurkan dari APBN digunakan untuk mendanai kegiatan
daerah secara umum. Dana Alokasi Khusus disalurkan pada daerah untuk
memenuhi kegiatan nasional dilluar kebijakan Dana Alokasi umum dan

Tingkat kemandirian daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar



pendapatan asli di suatu daerah, jika pendapatan asli daerah tersebut tinggi
maka bantuan dari pemerintah pusat rendah yang artinya daerah tesebut
mampu mengelolaan keuangan daerahnya dengan baik. Hubungannya terhadap
belanja modal adalah semua dana yang dikeluarkan adalah untuk menunjang
keberhasilan dan kesejahteraan disuatu daerah. Hal tersebut didukung dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Pantun Bukit (2018) dan M Alhudhori
(2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal.
. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD),Dana Alokasi Umum(DAU),
Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang paling berkontirbusi
untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana
alokasi umum digunakan untuk menanggulangi ketimpang fiskal dimana dana
alokasi umum yang disalurkan dari APBN digunakan untuk mendanai kegiatan
daerah secara umum. Dana Alokasi Khusus disalurkan pada daerah untuk
memenuhi kegiatan nasional dilluar kebijakan Dana Alokasi umum dan
Tingkat kemandirian daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar
pendapatan asli di suatu daerah, jika pendapatan asli daerah tersebut tinggi
maka bantuan dari pemerintah pusat rendah yang artinya daerah tesebut
mampu mengelolaan keuangan daerahnya dengan baik. Hubungannya terhadap

pertumbuhan ekonomi adalah jika pembangunan di suatu daerah terstruktur,



pelayanan terhadap publik, tenaga kesehatan yang memadai baik maka
kesejahteraan disuatu daerah akan lebih baik. Sehingga dapat membuat
pertumbuhan ekonomi disuatu daerah meningkat. Hal tersebut didukung
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebby Anjelina (2019), Zamizami
(2019), dan Nurhayani (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian
Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun
penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkarya
bahan kajian pada penelitian penulis, maka untuk mendukung penelitian ini
maka dibutuhkan beberapa referensi penelitian terdahulu, berikut ini penelitian

terdahulu yang sesuai dengan judul penulis :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO | Nama dan  Tahun | Judul Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian
1. Jurnal Pantun Bukit, dan | Pengaruh Pendapatan Asli | Variabel terikat yang digunakan
M.Alhudhori (2020) Daerah, dana alokasi | adalah pendapatan asli daerah
umum dan dana alokasi | (PAD), dana alokasi
khusus terhadap Belanja | umum(DAU), dan dana alokasi
Modal. khusus(DAK) Populasi dalam
penelitian ini adalah
Kabupaten/Kota di  daerah




Provinsi Jambi Tahun 2010-
2018, data yang digunakan
berasal dari Laporan Realisasi
APBD Tahun  2010-2018.
Metode pengumpulan  data
dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara observasi non

partisipasi. Teknik
pengumpulan data ini
menggunakan data metode
dokumentasi. Pengujian
hipotesis penelitian ini

menggunakan analisis regresi
linier sederhana dan berganda.
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah(PAD),
Dana Alokasi Umum(DAU),

dan Dana Alokasi
Khusus(DAK) Terhadap
Belanja Modal baik secara
Simultan dan Parsial

Berpengaruh Positif.

Jurnal Siagian, Et. Al ,
D.I Yogyakarta, 2018

Pengaruh PAD,DAU,
DAK Pada Pertumbuhan
Ekonomi

Dalam penelitian ini variabel
terikat yang digunakan adalah
pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan variabel bebas yang
digunakan adalah pendapatan
asli daerah(PAD), Dana alokasi
umum (DAU), Dana alokasi
khusus (DAK). Populasi dalam
penelitian ini merupakan
pemerintah daerah provinsi D.I

Yogyakarta. Metode
pengumpulan  data  dalam
penelitian ini adalah

dokumentai. Teknik analisis
data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis
regresi linier sederhana dan
analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
PAD,DAU DAN DAK
berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi.




Jurnal Muhammad
Ridwan Manulusi, Bahar
Sinring, dan A.M Hasbi
(2021)

Pengaruh pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum
dan dana alokasi khusus
terhadap pertumbuhan
ekonomi di kabupaten/kota
provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh
pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum dan dana alokasi
khusus terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hipotesis penelitian
menggunakan basis
teori/konsep, didukung oleh
penelitian-penelitian
sebelumnya yang mempunyai
kesamaan variabel. Jenis data
yang digunakan adalah data
sekunder. Data yang di dapat
bersumber dari laporan realisasi
anggaran  pendapatan  dan
belanja daerah (APBD) provinsi
Sulawesi Selatan dari tahun
2015-2019. Metode analisis
yang digunakan adalah teknik
statistik deskriftif dan regresi
data panel berbantuan RS
studio 4.0.4 untuk analisis data.
Hasil penelitian menemukan
bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, dana
alokasi umum  berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan dana
alokasi  khusus berpengaruh
positif dan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan
ekonomi.

Widyasari, 2013

Pengaruh PAD, BDH,
DAU dan DAK Terhadap
pertumbuhan Ekonomi
(PDRB)

Variabel terikat yang digunakan
adalah pertumbuhan ekonomi
dan variabel bebas yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah PAD,DAU dan DAK.
Populasi dalam penelitian ini
adalah laporan realisasi APBD
pemerintah kota dan kabupaten
di provinsi jawa tengah tahun
2010-2011. Teknik
pengambilan  sampel dalam
penelitian ini adalah pruposive
Sampling. Hasil penelitian ini




dapat  disimpulkan  bahwa
pendapatan asli daerah (PAD)
dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan
ekonomi, sedangkan  dana
alokasi umum (DAU)
Berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Jurnal
Zamzami,
Nurhayani, 2019

Pebby Anjelina,

dan

Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi
Khusus Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Provinsi
Jambi

Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis perkembangan
dan pengaruh pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum,
dana alokasi khusus terhadap
pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota provinsi Jambi.
Secara simultan dan parsial.
Data bersumber dari Badan
Pusat Statistik Provinsi Jambi
dan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan
metode analisis data panel dan
menggunakan alat  analisis
deskriptif. Berdasarkan hasil
pengolahan data diperoleh hasil
yang pertama rata-rata
perkembangan variabel
pendapatan asli daerah,dana
alokasi umum,dana alokasi
khusus  dan  pertumbuhan
ekonomi berfluktuasi dari tahun
ke tahun. Kedua, pendapatan
asli daerah, dana alokasi khusus

berpengaruh negatif ~ dan
signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota  di  provinsi
Jambi. Dana alokasi umum

berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota di  Provinsi

Jambi.




2.1.4 Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan asli setiap daerah berbeda-beda. Bagi daerah yang memiliki
kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah
cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang
tidak memiliki industri dan kekayaan alam. Karena itu, terjadi
ketimpangan pendapatan asli daerah. Hal tersebut akan berdampak pada
Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi
PAD maka akan semakin baik kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi

Dana yang di salurkan untuk mendanai kegiatan disuatu daerah

untuk mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat. dengan
adanya DAU merupakan upaya dari pemerintah pusat sebagai alat untuk
mengurangi ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh minimnya
pajak dan potensi alam yang berbeda setiap daerah.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai prioritas nasional yang khususnya untuk

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyaraat



yang belum tercapai dan juga berdampak langsung terhadap penyaluran
dana melalui belanja modal dan pergerakan terhadap pertumbuhan
ekonomi.
d. Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal

dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian daerah ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah
terhadap total pendapatan serta transfer ke daerah (termasuk di dalamnya
dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili
tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki
makna yang berbeda atas segala angka-angkanya. Semakin besar angka
rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Oleh karena itu,
daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang
memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Berikut gambar kerangka pemikiran dari teori pemikiran di atas

adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah(X1)

Belanja Modal (Y;)

Dana Alokasi Umum(X2)

Dana Alokasi Khusus(X3)

Pertumbuhan Ekonomi
(Y2)

Tingkat Kemandirian

Daerah(X4)




Keterangan :
= secara Parsial
———————————— = secara Simultan
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan, maka dapat

diambil suatu hipotesis :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat Kemandirin Daerah (TKD)
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-

2020.

2. Pendapatan asli daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah (TKD)
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-

2020.

3. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2020.



2.2 Metode Penelitian
2.2.1 Metode Penelitian yang digunakan

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan
penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan
sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif dan
verifikatif. Dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang
pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan
Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

di kabupaten/kota Provinsi Jambi tahun 2010-2020.

Deskriftif adalah gambaran yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta,
atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau
daerah tertentu. Penelitian deskriftif adalah penelitian yang dilakukan terhadap
variabel-variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain. (Abdullah,1:2017)

2.2.2 Jenis Dan Sumber Data
a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
berupa regresi data panel. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan
sendiri pengumpulannya oleh penelitian. Data Sekunder biasanya telah
dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada

masyarakat pengguna data.



b. Sumber Data

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah selama kurun waktu Tahun 2010-2020.

2.2.3  Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan maka
pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara penelitian
pustaka (library search) yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara
mempelajari literature dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti

2.2.4  Metode Analisis
2.2.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriftif adalah analisis yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian tetapi tidak untuk
mengambil kesimpulan yang lebih luas terhadap ciri-ciri populasi. Metode
analisis deskriftif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mengkaji Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja
Modal dan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi

(Yusuf Nalim & Salafudin Turmudi,11:2012).



2.2.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Jika pengukuran pengaruh variabel melibatkan lebih dari satu
variabel bebas dinamakan analisis Regresi Linear Berganda. Metode
analisis ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen atau bertujuan untuk menguiji
besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan
Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Suliyanto, 2011;
231).

Adapun rumus umum pada Regresi Linier Berganda adalah sebagai
berikut :

Yit = Bo + B1Xuit + B2Xoit + eeee BnXn + Hit

Sehubungan dengan sumbernya dari data time series dan data cross
section maka persamaan regresi di transformasikan dalam persamaan
regresi dengan menggunakan data panel. Data panel adalah data yang
dapat dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu obyek yang sering

disebut dengan data kurun waktu (time series) (Suliyanto, 2011 ; 231).

Adapun model persamaan regresi linier berganda yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Yiie = Bo + B1Xuit + P2Xoit + BaXsic + PaXaic + €
2. Yoit = Bo + B1Xuit + B2Xait + BaXsit + PaXait + Yiict €

Keterangan :

Yiit = Variabel Belanja Modal



Y,it = Variabel Pertumbuhan Ekonomi

X1 = Pendapatan Asli Daerah X3 = Dana Alokasi Khusus
X, = Dana Alokasi Umum X4 = Tingkat Kemandirian
B; = Koefisien Regresi PAD B3 = Koefisien Regresi DAK
B2 = koefisien Regresi DAU B4 = Koefisien Regresi TKD

o = Nilai Konstanta
e = Faktor pengganggu (Erorr)

Analisis regresi Linier Berganda dengan menggunakan data panel
untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji
pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan kemandirian daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.2.4.3 Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan yang menggunakan gabungan dari
seluruh data (pooled), sehingga terdapat N x T observasi, dimana N
menunjukkan jumlah unit cross section dan T menunjukkan jumlah time
series yang digunakan, yang diregresikan dengan model :
Yit = ai + Xy + Uit

Dimana a; bersifat konstan untuk semua observasi (Firdaus,2009;3)

2.2.4.4 Common Effect Model (CEM)
CEM merupakan salah satu model data panel yang
menggabungkan data time series dan cross-section. Data gabungan ini

dianggap sebagai suatu kesatuan pengamatan sehingga untuk



mengestimasi parameter model ini dapat digunakan ordinary least square
(OLS).

2.2.4.5 Fixed Effect Model (FEM)

FEM muncul ketika antara efek individu dan perubah penjelasan
memiliki korelasi dengan X atau memiliki pola yang sifatnya tidak acak.
Asumsi ini membuat komponen error dari efek individu dan waktu dapat

menjadi bagian dari intersep (Firdaus,2009;3) yaitu :

Untuk one way komponen error ; Yii = aj + Aj + Xt S + Uit

Untuk two way komponen error ; yir = a;j + Aj +Ug+ Xt f + Uit

2.2.4.6 Random Effect Model (REM)

REM muncul ketika antara efek individu dan regresi tidak ada korelasi.
Asumsi ini membuat komponen error dari efek individu dan waktu

dimasukkan ke dalam error , dimana :

Untuk one way error komponen : yi: +a; + Xit S +Uit + Aj

Untuk two way erorr komponen : yi; +o; + Xi; £ +Uit + Aj + U

Dari asumsi di atas, yang paling penting di kaitkan dengan REM

adalah asumsi bahwa nilai harapan dari xj; untuk setiap t; adalah O.
Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan untuk menghitung estimasi
REM, vaitu between estimator dan Generalized Least Square(GLS)

(Firdaus,2009:8).



2.2.5 Uji Asumsi Klasik

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dalam rangka analisis
hubungan-hubungan antar variabel, data akan dilakukan pengujian Asumsi
Klasik karena data yang akan dimasukkan ke dalam model Regresi Linier
Berganda harus memenuhi ketentuan dan syarat dalam Regresi Linier

Berganda. Uji Asumsi Klasik tersebut antara lain sebagai berikut :

2.2.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal, mendekati
normal atau tidak. jika asumsi ini tidak lolos maka uji statistic menjadi tidak
valid. Ketentuan kriteria lolos uji normalitas dapat ditujukan dengan nilai
jargue bera > 0,05 sehingga data berdistribusi secara normal (Imam

Ghozali, 165:2013).

2.2.5.2 Uji multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara
variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang berbentuk terdapat
korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model
regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Apabila nilai
tolerance > 0,08 dan nilai VIF < 8, tidak ada multikolinearitas antara

variabel independen dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai tolerance <



0,08 dan nilai VIF > 8, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas

antara variabel independen dalam model regresi. (Suliyanto,2011 : 81)

2.2.5.3 Uji Heteroskedastizitas

Uji heteroskedastizitas adalah dilihat apakah ada perbedaan yang tidak
sama antara satu residu dan residu lain. Nilai residual atau erorr dalam
model regresi adalah homokedastisitas atau memiliki varian yang sama. Jadi
asumsi homokedastisitas berarti sama dan sebaran memiliki variance yang

sama atau secara matematis (Imam Ghozali,93:2013)

2.2.5.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model
regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Sebelumnya). Jika terjadi
korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari

satu observasi ke observasi lainnya (Imam Ghozali,137:2013).

2.2.6 Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah Common
Effect (CE) ataukah Fixed Effect (FE) yang paling tepat digunakan dalam
mengestimasi data panel. apabila hasil H, = pilih PLS (CE) dan apabila H; =

pilih FE (FE).



2.2.7 Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model
Fixed Effect atau random Effect yang paling tepat digunakan. Apabila hasil

H, = Pilih RE dan apabila H; = Pilih FE.

2.2.8 Pengujian Hipotesis
2.2.8.1 Uji Simultan (Uji F)
Digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesisnya

adalah sebagai berikut :

a) Ho: Bl =p2 =p3 = P4 =0, Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat
Kemandirian Daerah Secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

b) Ha: Bl # B2 # B3 # Pa # 0, Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat
Kemandirian Daerah Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.
Berikut rumus yang digunakan dalam Uji F adalah sebagai berikut :

F R% (K - 1)

(1-R)(N-K)

Dimana :



R? = koefisien Determinasi
N = jumlah Observasi
K = jumlah Variabel

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

a. Apabila F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima.
b. Apabila F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak.
2.2.8.2 Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesisnya

adalah sebagai berikut :

a) Ho: Bl =p2=p3 =ps =0, Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat
Kemandirian Daerah Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

b) Ha: Bl # B2 # B3 # Pa # 0, Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat
Kemandirian Daerah Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berikut rumus yang digunakan dalam Uji t adalah sebagai berikut :
t hitung = (p1 — p)/s p1
Dimana :

B1 = koefisien variabel independen ke- i

B = nilai hipotesis nol



SB1 = simpangan baku dari variabel independen ke-i
Pada tingkat signifikan alpha 5 persen (0,05) dengan kriteria pengujian yang

digunakan sebagai berikut :
a. Apabilat hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
b. Apabilat hitung <t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2.2.8.3 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien Korelasi (R) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
berkisar 0 dan 1 . Jika nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat
terbatas. Sebaliknya nilai R yang mendekati 1 berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel depende. (Imam Ghozali,2013:59).



2.2.9 Operasional Variabel

Berikut tabel 2.2 Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.2
Operasional Variabel
No Variabel Indikator Satuan
1. | Pendapatan Asli | Data penerimaan Pendapatan Asli | Milyar Rupiah
Daerah (XI) Daerah  Kabupaten/Kota  Di
Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
2. | Dana Alokasi | Data penerimaan Dana Alokasi | Milyar Rupiah
Umum (X2) Umum Kabupaten/Kota  Di
Provinsi Jambi Tahun 2010-2020.
3. | Dana Alokasi | Data penerimaan Dana Alokasi | Milyar Rupiah

Khusus (X3)

Khusus  Kabupaten/Kota  Di
Provinsi Jambi Tahun 2010-2020.

4. | Kemandirian Data Realisasi Tingkat | Persentase (%)
Daerah Kemandirian Daerah
Kabupaten/kota Di Provinsi Jambi
Tahun 2010-2020.
5. | Belanja Modal Data Belanja Modal | Milyar Rupiah
Kabupaten/kota di Provinsi Jambi
tahun 2010-2020
6. | Pertumbuhan Data Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persentase (%)
Ekonomi (Y) Kabupaten/Kota Di  Provinsi

Jambi Tahun 2010-2020.
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3.1  Letak Geografis Provinsi Jambi

Provinsi jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di pulau Sumatra.
Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45° — 2,45° lintang Selatan
dan antara 101,10° — 104,55° Bujur Timur. Awalnya Provinsi Jambi menayatu
dengan Provinsi Sumatera tengah, namun pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi
Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno
BKRD (Badan Kongres Rakyat Djambi) dan membentuk Provinsi sendiri.
Adapun batasan — batasan wilayah Provinsi Jambi antara lain :

e Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Riau.
e Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

e Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi

Sumatera Barat.

e Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Berhala.
Kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jambi antara lain adalah sebagai berikut :
(1) Kabupaten Kerinci, (2) Kabupaten Merangin, (3) Kabupaten Sarolangun, (4)
Kabupaten Batanghari, (5) Kabupaten Muaro Jambi, (6) Kabupaten Tanjab Timur,
(7) Kabupaten Tanjab Barat, (8) Kabupaten Tebo, (9) Kabupaten Bungo, (10)

Kota Jambi, (11) Kota Sungai Penuh, (12) Provinsi Jambi.



Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 50.160,05 km?. Berikut Merupakan Luas

Wilayah Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jambi :

Tabel 3.1

Luas wilayah, ibu kota dan persentase kab/kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2021

No Kabupaten/Kota Ibu Kota Luas Wilayah Persentase (%0)
(Km?)
1 Kabupaten Kerinci Siulak 3.355,27 100,00
2 Kabupaten Merangin Bangko 7.679,00 6,69
3 Kabupaten Sarolangun Sarolangun 6.184,00 15,31
4 Kabupaten Batanghari Muara Bulian 5.804,00 12,33
5 Kabupaten Muaro jambi | Sengeti 5.326,00 11,57
6 Kabupaten Tanjab Timur | Muara Sabak 5.445,00 10,62
7 Kabupaten Tanjab Barat | Kuala Tungkal 4.649,85 10,85
8 Kabupaten Tebo Muara Tebo 6,461,00 9,27
9 Kabupaten Bungo Muara Bungo 4.659,00 12,88
10 | Kota Jambi Jambi 205,43 9,29
11 | Kota Sungai Penuh Sungai Penuh 3915 0,41
12 | Provinsi Jambi Kota Jambi 50.160,05 0,78

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi,2021
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Gambar 3.1 Peta Wilayah Provinsi Jambi

3.2  Demografis

Jambi merupakan salah satu provinsi di sumatera yang memiliki luas wilayah
50,058 km? persegi dengan kepadatan penduduk 71 jiwa/km persegi. Secara
administrasi jambi terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota yang memiliki 141

kecamatan, 1.399 desa dan 163 kelurahan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, Jumlah penduduk Jambi
sebanyak 3,56 juta Jiwa pada Juni 2021. Dari Jumlah tersebut di antaranya ada
beberapa agama antara lain : (i) Agama Islam : 3,38 Juta Jiwa atau 95,07%, (ii)

Agama Kristen : 116,92 Ribu Jiwa atau 3,29%, (iii) Agama Buddha : 34,43 Ribu



Jiwa atau 0,97%, (iv) Agama Katolik : 20,65 Ribu Jiwa atau 0,58%, (v) Agama
konghucu : 801 Jiwa atau 0,02%, (vi) Agama Hindu : 482 jiwa atau 0,01%, (vii)

Aliran kepercayaan : 1.953 jiwa atau 0,05%.

3.3 Pemerintahan

Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Di Provinsi Jambi
saat ini terdapat 143 Kecamatan, bertambah 2 kecamatan baru hasil pemekaran di
kabupaten Kerinci. Jumlah desa sebanyak 1.375 dan 187 Kelurahan yang tersebar

di Kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Kelurahan, Kecamatan Dan Desa
Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Tahun 2021

Kab/kota Kecamatan Kelurahan Desa
Kerinci 16 2 285
Merangin 24 10 205
Sarolangun 10 9 149
Batanghari 8 14 110
Muaro Jambi 11 5 150
Tanjab Timur 11 20 73
Tanjab Barat 13 20 114
Tebo 12 5 107
Bungo 17 12 141
Kota Jambi 11 62 -
Sungai Penuh 8 4 65

Sumber : Badan Pusat statistik Provinsi Jambi, 2021



3.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan perwakilan rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di

Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Jumlah anggota dewan perwakilan

rakyat daerah Provinsi Jambi sebanyak 55 orang yang terdiri dari 47 orang
laki-laki dan 8 orang perempuan. Partai demokrasi Indonesia perjuangan

memiliki wakil rakyat terbanyak yaitu 9 orang.

Tabel 3.3
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik
Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten/kota
Provinsi Jambi Tahun 2021

Partai politik Laki-laki | Perempuan | Jumlah

Partai Demokrat 4 3 7
Partai Golongan Karya 6 1 7
Partai Demokasi Indonesia Perjuangan 8 1 9
Partai Gerakan Indonesia Rakyat 7 - 7
Partai Kebangkitan Bangsa 3 2 5)
Partai Amanat Nasional 6 1 7
Partai Persatuan Pembangunan 3 - 3
Pastai Nasdem 1 1 2
Partai Keadilan Sejahtera 5 - 5
Partai Hati Nurani Rakyat 2 - 2
Partai Bulan Bintang 1 - 1

Jambi 46 9 55

Sumber : sekretariat DPRD Provinsi Jambi,2021



3.4 Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak
dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM
juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Diantaranya
ada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS di seluruh Kabupaten/kota dan
Provinsi Jambi berjumlah 59.258 Orang, terdiri dari 25.968 orang laki-laki dan
33.290 orang perempuan.PNS golongan Il merupakan kelompok yang
mendominasi, yaitu sebanyak 38.078 orang, diikuti dengan golongan IV sebanyak
13.348 orang dan masih ada sebanyak 198 orang PNS yang berada di jenjang

golongan 1.

Jumlah PNS di lingkungan Provinsi Jambi tahun 2021 sebanyak 10.638
orang, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PNS di tahun 2020 yang
berjumlah 11.087 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa PNS yang keluar, baik
pindah ataupun pensiun di tahun 2021 lebih banyak dibandingkan PNS yang

masuk ke lingkungan Provinsi Jambi (BPS Provinsi Jambi,2022)

Tabel 3.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota
Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jambi
Tahun 2021 (Orang)

Kabupaten/kota Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
Kerinci 2.128 2.221 4.349
Merangin 2.387 3.070 5.457
Sarolangun 1.938 2.275 4.213
Batang Hari 2.045 2.657 4.702




1 2 3 4

Muaro Jambi 2.101 3.176 5.277
Tanjab timur 1.810 1.877 3.687
Tanjab Barat 1.780 2.055 3.835
Tebo 1.683 2.080 3.763
Bungo 2.138 2.682 4.820
Kota Jambi 1.733 3.886 5.619
Kota Sungai Penuh 1.245 1.653 2.898
Provinsi Jambi 4.980 5.658 10.638

Jambi 25.968 33.290 59.258

Sumber : Badan Kepegawaian Negara

3.5 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut. Realisassi belanja daerah pemerintah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan yang cukup besar, yaitu 15,52%

dibandingkan tahun 2020 (BPS Provinsi Jambi, 2022).

3.6 Perekonomian Provinsi Jambi

Perekonomian Provinsi Jambi Menurut besaran produk domestik regional
bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku(ADHB) mencapai Rp 233,73 triliun pada
2021. Perekonomian provinsi Jambi tersebut berkontribusi sebesar 6,5% terhadap
PDRB Sumatera. Jika di ukur menurut besaran PDRB atas dasar Harga konstan

(ADHK) 2010, perekonomian Jambi tumbuh 3,66% menjadi Rp 153,88 triliun



pada 2021 dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan
tahun 2020 yang mengalami kontraksi 0,44%. Namun hal tersebut lebih rendah
dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 3,69% maupun sebelum
terjadi pandemi covig-19 dimana perekonomian Jambi tumbuh di atas 4%. (BPS
Provinsi Jambi,2022) Sebagai contoh tabel di bawah ini yang mengambarkan
kondisi perekonomian PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB)

kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 :

Tabel 3.5
Realisasi PDRB Per-Kapita Kabupaten/kota Provinsi Jambi
Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2010-2020 (dalam Milyar)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-Rata
Pro.Jambi 29.16 | 32.68 | 35.66 | 39.55 | 43.30 | 45.58 | 49.49 | 53.99 | 58.22 | 60.83 | 58.28 | 46,07
Kerinci 15.81 | 18.21 | 20.50 | 23.10 | 26.66 | 30.11 | 34.15 | 37.48 | 39.56 | 41.74 | 41.88 | 29,93
Merangin 17.40 | 19.65 | 21.75 | 23.92 | 26.50 | 28.90 | 32.59 | 35.77 | 37.69 | 39.94 | 44.38 | 29,86
Sarolangun | 26.23 | 29.71 | 32.55 | 35.45 | 3835 | 40.17 | 43.06 | 46.35 | 49.00 | 50.89 | 49.96 | 40,16
Btg.hari 28.21 | 32.05 | 35.10 | 38.59 | 42.69 | 46.28 | 50.62 | 55.04 | 58.02 | 61.32 | 54.63 | 45,69
Mu.Jambi 27.09 | 30.10 | 32.15 | 35.96 | 39.62 | 42.71 | 46.64 | 50.65 | 53.11 | 55.66 | 60.94 | 43,15
Tanjab tim 61.86 | 68.55 | 74.99 | 82.38 | 88.55 | 83.20 | 86.91 | 97.08 | 1104 | 1153 | 84.92 | 86,74
Tanjab bar 68.95 | 76.10 | 82.35 | 89.99 | 95.89 | 94.78 | 99.25 | 110.6 | 126.3 130.6 | 117.1 | 99,26
Tebo 19.14 | 21.66 | 23.02 | 25.85 | 28.42 | 31.17 | 34.52 | 37.85 | 39.68 | 41.83 | 43.78 | 31,54
Bungo 23.03 | 25.49 | 30.03 | 32.51 | 35.11 | 37.74 | 40.84 | 44.56 | 47.12 | 48.49 | 47.96 | 37,53
Kot. Jambi 20.71 | 23.59 | 26.50 | 29.60 | 33.41 | 36.96 | 41.83 | 44.48 | 48.15 | 51.49 | 48.81 | 36,87
SEl.Penuh 31.38 | 35.22 | 39.78 | 44.15 | 50.04 | 57.21 | 65.15 | 71.65 | 77.28 | 84.68 | 78.53 | 57,73

Sumber : BPS Provinsi Jambi (2022)

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa Realisasi PDRB atas dasar
harga berlaku (ADHB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
mengalami Perkembangan yang berfluktuasi. Untuk rata-rata perkembangan
Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terendah yaitu terjadi di
Kabupaten Merangin Selama Tahun 2010-2020 hanya sebesar 29,86 %, rata-rata
perkembangan Realisasi PDRB (ADHB) Kabupaten Merangin Terendah
dibandingkan Realisasi PDRB (ADHB) di daerah lainnya Di Provinsi Jambi hal

ini di karenakan kondisi iklim yang tidak kondusif sepanjang tahun sehingga



membuat faktor produksi dari pertanian menurun dan tidak optimal. Rata-rata
perkembangan realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tertinggi
terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2010-2020 yaitu
sebesar 99,26% ini merupakan perkembangan yang tertinggi dibandingkan
kabupaten/kota di provinsi Jambi yang lainnya sebab dalam 11 tahun terakhir
terus mengupayah dan meningkatkan faktor produksi pertanian yang diutamakan

seperti padi dan jagung.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(Dalam Milyar Rupiah)

Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kerinci 30.52 34.94 32.02 57.60 61.63 70.46 65.00 74.24 80.23 42.47 98.59
GR (%) 0% 67% -8% 80% 7% 14% -8% 14% 8% -47% 132%
Merangin 35.08 39.65 30.11 44.40 51.31 76.95 81.83 86.69 85.43 106.16 95.22
GR (%) 0% 13% -24% | 47% 16% 50% 6% 6% -1% 24% -10%
Sarolangun 27.28 31.61 28.01 31.31 56.42 85.37 64.28 85.51 99.78 9.46 95.43
GR (%) 0% 16% -11% 12% 80% 51% -25% 33% 17% -91% 909%
Btg hari 19.62 35.73 36.26 50.62 70.80 42.63 77.41 87.93 112.0 92.54 164.58
GR (%) 0% 82% 1% 40% 40% -40% 82% 14% 21% -17% 78%
Mu. Jambi 16.85 28.22 36.39 48.53 61.47 51.99 59.43 77.93 76.90 93.79 84.26
GR (%) 0% 67% 29% 33% 21% -15% 14% 31% -1% 22% -10%
Tanjab tim 19.78 24.62 29.44 30.97 34.64 38.47 35.96 76.78 73.17 53.92 52.17
GR (%) 0% 24% 20% 5% 12% 11% -1% 114% -5% -26% -3%
Tanjab bar 21.82 40.61 44.61 54.64 75.42 68.04 83.01 98.78 85.00 120.13 104.11
GR (%) 0% 86% 10% 22% 38% -10% 22% 19% -14% | 41% -13%
Tebo 15.96 19.54 26.94 34.33 53.84 62.32 83.43 68.41 72.82 83.24 77.13
GR (%) 0% 22% 38% 21% 57% 16% 2% 8% 6% 14% -71%
Bungo 46.76 60.71 64.28 80.20 43.27 105.27 118.7 183.13 137.6 140.33 153.25
GR (%) 0% 30% 6% 25% -46% 143% 13% 54% -25% 2% 9%
Kota Jambi 72.60 97.84 113.1 149.0 246.43 263.93 303.5 397.33 328.9 393.43 403.48
GR (%) 0% 35% 16% 32% 65% 7% 15% 31% -17% 20% 3%
SEI. Penuh 3.643 14.35 19.71 24.27 34.10 36.25 38.89 31.42 42.63 34.96 48.171
GR (%) 0% 29% 37% 23% 41% 6% 7% -19% 36% -18% 38%
Pro.Jambi 686.6 984.2 995.8 1.063 1.281 1.241 1.273 1.580 1.494 1.651 1.655
GR (%) 0% 43% 1% 7% 20% -3% 3% 24% -5% 10% 0%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021 (diolah)
Ket : GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli
Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2010-2020

mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2010 yang terendah



Kota Sungai Penuh sebesar 3.64 Milyar dan pada tahun 2011 sebesar 14,35
Milyar dengan pertumbuhan sebesar 0% - 29% . yang tertinggi terjadi pada tahun
2010 Provinsi Jambi sebesar 686,6 Milyar dan Pada tahun 2011 sebesar 97,84
dengan pertumbuhan sebesar 0% - 43%. UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana
perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 3.7
Realisasi Penerimaan Dana Aloksi Umum Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(Dalam Milyar Rupiah)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kerinci 3415 369,0 4426 501,2 545,4 550,8 594,7 594,7 589,2 612,2 570,3
GR (%) 0% 8% 20% 13% 9% 1% 8% 0% -1% 4% -1%
Merangin 352,6 416,1 509,7 565,2 633,7 642,0 729,3 718,8 718,8 742,3 758,8
GR (%) 0% 18% 22% 11% 12% 1% 14% -1% 0% 3% 2%
Sarolangun 310,6 352,9 419,8 472,6 513,1 517,7 587,5 583,1 583,1 599,5 611,9
GR (%) 0% 14% 19% 13% 9% 1% 13% -1% 0% 3% 2%
Btg hari 297,6 344,8 4279 507,5 527,2 517.9 610,9 605,7 605,7 627,3 642,2
GR (%) 0% 16% 24% 19% 4% -2% 18% -1% 0% 4% 2%
Mu.Jambi 307,1 370,9 458,3 543,5 565,3 572,6 681,5 670,3 670,3 699,0 831,3
GR (%) 0% 21% 24% 19% 4% 1% 19% -2% 0% 4% -10%
Tanjab tim 239,7 281,5 356,3 430,4 455,9 432,1 533,8 533,2 540,2 564,4 586,9
GR (%) 0% 17% 271% 21% 6% -5% 24% 0% 1% 4% 4%
Tanjab bar 210,2 279,4 329,5 387,9 429,9 386,1 507,9 506,6 506,6 536,2 549,2
GR (%) 0% 33% 18% 18% 11% -10% | 32% 0% 0% 6% 2%
Tebo 285,6 324,9 460,8 461,0 509,4 507,2 580,9 582,3 582,3 598,3 536,5
GR (%) 0% 14% 42% 0% 10% 0% 14% 0% 0% 3% -10%
Bungo 311,8 379,2 456,4 523,7 579,6 580,9 641,6 635,0 635,1 656,1 664,1
GR (%) 0% 22% 20% 15% 11% 0% 10% -1% 0% 3% 1%
Kota jambi 379,2 441,5 543,6 626,3 678,6 668,2 727,6 714,8 714,8 757,4 763,0
GR (%) 0% 16% 23% 15% 8% -2% 9% -2% 0% 6% 1%
SEI. Penuh 248,3 2575 295,5 3445 365,3 370,1 425,7 419,5 422,5 4479 459,6
GR (%) 0% 4% 15% 17% 6% 1% 15% -1% 1% 6% 3%
Pro. Jambi 488,7 583,9 7319 836,6 948,3 1.009 1.070 6.565 6.569 1.433 1.444
GR (%) 0% 19% 25% 14% 13% 6% 6% 514% | 0% -78% 1%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021 (diolah)
Ket : GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Dana
Alokasi Umum Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Mengalami Perkembangan

yang berfluktuasi dalam kurun waktu 2010-2020. Perkembangan yang tertinggi



terjadi pada Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar 488,7 Milyar, dan pada tahun
2011 sebesar 583,9 Milyar dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0 % -19% .
perkembangan yang terendah terjadi pada Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010
sebesar 210,2 Milyar dan pada tahun 2011 sebesar 279,4 Milyar dengan
perkembangan sebesar 0% - 33%. UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana
perimbangan, menyebutkan bahwa DAk merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak
dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis

penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Tabel 3.8
Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(Dalam Milyar)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kerinci 44.28 48.91 56.52 60.81 50.48 61.40 2313 162.7 163.0 178.4 153.8
GR (%) 0% 10% 16% 8% -17% 22% 277% -30% 0% 9% -256%
Merangin 51.65 46.34 46.65 51.81 49.33 72.09 301.9 195.6 2143 233.6 247.4
GR (%) 0% -10% 1% 11% -5% 46% 319% -35% 10% 9% 6%
Sarolangun 41.87 42.17 51.69 45.97 47.31 67.69 211.7 74.66 199.6 195.1 189.0
GR (%) 0% 1% 23% -17% 10% 43% 213% -65% 167% -2% -3%
Batanghari 39.79 31.43 32.01 49.68 28.21 13.08 158.1 181.8 155.9 152.3 237.5
GR (%) 0% -21% 2% 55% -43% -54% 111% 15% -14% -2% 56%
Mu.Jambi 47.12 44.52 57.74 53.33 48.93 52.91 240.6 157.4 202.4 180.5 158.4
GR (%) 0% -6% 30% -8% -8% 8% 355% -35% 29% -11% -12%
Tanjab tim 49.29 8.33 18.47 8.07 16.30 110.1 143.4 171.0 210.4 186.7 198.5
GR (%) 0% -83% 122% -56% 102% 575% 30% 19% 23% -20% 18%
Tanjab bar 0 0 3.75 3.55 540.7 5.47 157.3 120.9 147.2 163.3 245.1
GR (%) 0% 0% 0% -5% 151% -99% 278% -23% 22% 11% 50%
Tebo 39.98 42.57 34.16 41.95 50.68 48.77 60.96 128.8 139.8 155.1 138.0
GR (%) 0% 6% -20% 23% 21% -4% 25% 111% 9% 11% -11%
Bungo 55.72 48.63 40.23 54.33 61.14 65.45 102.9 196.15 201.4 198.5 202.5
GR (%) 0% -12% -17% 35% 13% 7% 57% 91% 3% -1% 2%
Kota jambi 32.23 34.67 40.01 48.53 50.25 107.1 335.1 189.8 309.8 220.6 261.8
GR (%) 0% 8% 15% 21% 4% 113% 213% -43% 63% -29% 19%
SEl. Penuh 32.88 50.55 18.75 27.50 27.04 40.22 154.1 90.37 103.2 104.4 136.9
GR (%) 0% 54% -63% 47% -2% 49% 283% -41% 14% 1% 31%
Pro. Jambi 20.03 24.73 33.11 53.33 49.35 57.95 154.6 1.669 2.047 1.067 1.201
GR (%) 0% 23% 34% 61% -7% 17% 167% 980% 23% -48% 13%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021 (diolah)
Ket : GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)



Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Dana
Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 mengalami
perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan yang tertinggi terjadi pada
Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 1.669 Milyar dengan pertumbuhan rata-
rata sebesar 980 persen. dikarenakan pemerintah terus menerus menyempurnakan
regulasi penyaluran DAK dan mempertimbangkan efektifitas serta usulan dari
daerah. Sebaliknya perkembangan yang terendah terjadi pada Tanjung Jabung
Barat pada Tahun 2010 sebesar O (Milyar), dengan pertumbuhan rata-rata
sebesar O persen. di karenakan belum optimalnya penyaluran DAK yang salah
satunya disebabkan oleh faktor teknis. Laporan capaian output pemda tidak dapat

memenuhi batasan capaian output yang merupakan persyaratan penyaluran.

Tabel 3.9
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
(dalam Persentase)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR (%)
Kerinci 3,56 4,83 4,12 6,59 6,75 6,08 7,20 6,29 6,24 3,18 6,41 1,80
GR 0 36 -15 60 2 -10 18 -13 -1 -49 102 -72
Merangin 6,32 5,33 3,65 4,57 4,98 6,97 5,38 6,18 6,57 6,86 6,75 1,07
GR 0 -16 -32 25 9 40 -23 15 6 4 -2 -84
Sarolangun 4,19 4,49 3,43 3,44 5,59 7,40 7,76 6,76 9,05 6,54 5,44 1.30
GR 0 7 -24 0 63 32 5 -13 34 -28 -17 30
Btg hari 3,18 5,05 4,52 4,77 6,84 4,45 6,78 7,28 8,08 6,81 8,58 2,70
GR 0 59 -10 6 43 -35 52 7 11 -16 26 -69
Mu.Jambi 2,73 3,78 3,94 4,46 5,94 4,67 4,92 6,04 6,62 6,16 6,54 2,39
GR 0 38 4 13 33 -21 5 23 10 -7 6 -63
Tanjab tim 2,45 2,92 3,10 2,97 3,36 3,89 3,81 6,58 4,09 4,24 4,37 1,79
GR 0 19 6 -4 13 16 -2 73 -38 4 3 -59
Tanjab bar 2,59 3,69 3,30 3,46 4,90 6,54 6,87 6,56 8,59 6,29 7,09 2,74
GR 0 42 -11 5 42 33 5 -5 31 -27 13 -61
Tebo 3,09 3,30 3,74 3,88 5,47 6,44 5,90 6,69 6,63 6,77 6,77 2,19
GR 0 7 13 4 41 18 -8 13 -1 2 0 -68
Bungo 7,17 8,16 7,47 7,65 4,20 9,46 9,77 13,92 9,73 9,91 9,69 1,35
GR 0 14 -8 2 -45 125 3 42 -30 2 -2 -86
Kota Jambi 9,38 10,18 9,48 11,36 16,89 16,96 16,91 | 24,29 19,31 | 21,01 | 19,40 2,07
GR 0 9 -7 20 49 0 0 44 -21 9 -8 -89
SEI. Penuh 1,06 2,72 3,31 3,57 5,54 4,74 5-44 421 4,38 4,06 3,63 3,32
GR 0 157 22 8 55 -14 -4 -7 4 -7 11 9
Pro.Jambi 37,29 | 40,47 | 30,29 | 29,72 34,82 | 34,43 | 3525 | 34,47 | 3401 | 31,48 | 31,85 9,91
GR 0 9 -25 2 17 1 2 2 -1 -7 1 -131

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi,(Diolah) 2021
Ket :GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)



Berdasarkan perhitungan tabel 3.9 menunjukkan bahwa tingkat
kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2020
cenderung berfluktuasi. Kabupaten/kota yang terendah pada tahun 2010 adalah
kota Sungai Penuh dengan tingkat kemandirian sebesar 1,06 persen, kemudian
pada tahun 2011 sebesar 2,72 persen dengan tingkat pertumbuhan rata-rata
sebesar 0% - 40% dimana kemampuan daerah tersebut masih tergolong sangat
rendah karena di bawah interval 25% - 50%. Dan Kabupaten/kota yang tertinggi
pada tahun 2010 adalah Provinsi Jambi dengan tingkat kemandirian sebesar 37,29
persen, kemudian di tahun 2011 sebesar 40,47 persen dengan tingkat pertumbuhan
rata-rata sebesar 25% - 50%. Dari data tersebut tingkat kemandirian
Kabupaten/kota di provinsi Jambi terus meningkat karena campur tangan
pemerintah pusat mulai berkurang secara perlahan. Namun masih dalam kategori
tingkat kemandirian yang cukup rendah, disebabkan oleh kontribusi PAD masih

di bawah 25% terhadap ABPD-nya.



Tabel 3.10
Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota
Provinsi jambi tahun 2010-2020
(Dalam Milyar Rupiah)

Kab/kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GR(%)
Kerinci 76,58 1724 1919 199,9 201,5 177,2 198,3 201,9 1919 286,7 216,7 273,0
GR 0 125 11 4 1 -2 12 2 -5 49 -24 26
Merangin 102,2 177,5 57,96 212,1 229,3 2912 340,7 301,7 208,2 226,7 2747 258,8
GR 0 74 -67 266 8 27 17 -11 -31 9 21 -6
Sarolangun | 210,5 185,9 219,5 199,5 228,6 284,4 2339 2473 2152 4149 2477 107,7
GR 0 -12 18 -9 15 24 -18 6 -13 93 -40 -57
Btg Hari 106,0 106,1 215,6 2557 241,6 156,6 172,2 206,6 148,2 298,9 150,5 132,0
GR 0 0 103 19 -6 -35 10 20 -28 102 -50 -12
Mu.Jambi 153,8 162,5 2459 425,9 336,1 298,9 268,5 368,2 292,3 322,2 262,8 160,9
GR 0 6 51 73 -21 -11 -10 37 -21 10 -18 -39
Tanjab tim 282,8 276,9 317,3 364.2 339,2 279,1 365,8 275,1 3129 328,9 229,2 71,0
GR 0 -2 15 15 -7 -18 31 -25 14 5 -30 -69
Tanjab bar 242,0 235,9 2719 457,7 586,4 268,7 225,1 418,0 419,6 697,2 353,9 136,2
GR 0 -3 15 68 28 -54 -16 86 0 66 -49 -62
Tebo 1994 162,1 208,7 271,8 357,4 2457 233,3 233,7 258,9 269,1 139,8 60,1
GR 0 -19 29 30 31 -31 -5 0 11 4 -48 -57
Bungo 160,1 118,7 103,0 246,9 195,2 172,4 110,6 156,0 203,2 234,6 153,9 86,1
GR 0 -26 -13 140 -21 -12 -36 41 30 15 -34 -44
Kota jambi 88,89 148,3 2484 270,9 295,6 384,8 4242 419,3 469,3 432,1 4443 489,8
GR 0 67 67 9 9 30 10 -1 12 -8 3 10
SEI.Penuh 64,09 1414 146,5 192,9 158,0 178,6 212,1 173,1 194,7 176,5 134,6 200,0
GR 0 121 4 32 -18 13 19 -18 12 -9 -24 49
Pro.Jambi 465,9 518,7 678,7 937,9 818,0 791,3 945,5 895,6 784,7 866,5 624,7 124,1
GR 0 11 31 38 -13 19 12 10 -28 -80

-3 -5 -
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021 (diolah)
Ket : GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan tabel 3.10 di atas menunjukkan Belanja Modal pada
Kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2020 berfluktuasi. Kabupaten/kota
di Provinsi Jambi pada tahun 2010 yang terendah yaitu Kota Sungai Penuh
sebesar 64,09 Milyar dengan perkembangan rata-rata sebesar 0%, kemudian
tahun 2011 pada Kabupaten Batang Hari sebesar 106,1 Milyar dengan
perkembangan rata-rata per satu tahun sebesar 0% , dan Tahun 2012 pada
Kabupaten Merangin sebesar 57,96 Milyar dengan perkembangan rata-rata per
satu tahun sebesar -67%. tahun 2014 pada Kota Sungai Penuh sebesar 158,0
Milyar dengan perkembangan rata-rata sebesar -18% . Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi pada tahun 2010 yang tertinggi yaitu pada Provinsi Jambi sebesar
465,9 Milyar dengan perkembangan rata-rata per satu tahun sebesar 0%,

Kemudian tahun 2010 pada Kabupaten Tanjab Timur sebesar 282,8 Milyar




dengan perkembangan rata-rata per satu tahun sebesar 0%. Hal ini disebabkan
oleh keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah. sementara itu, kebutuhan untuk
belanja-belanja harus dipertimbangkan karena ada basis tertentu. Belanja modal
ini merupakan pembiayaan berjangka panjang atau multiyears. Setiap tahunnya
harus diperbaharui kebutuhannya.
Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Provinsi jambi tahun 2010-2020
(Dalam Persentase (%0))

Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Rata-
rata (%)
Kerinci 5,89 6,21 7,50 6,16 9,07 6,41 6,72 5,86 4,93 4,23 3,86 66,84 0,89
GR (%) 0% 5% 21% -18% 47% -29% 5% -13% -16% -14% 29% 17% 0,03
Merangin 7,85 7,25 6,37 6,45 7,13 5,40 6,22 5,39 4,93 4,27 0,83 62,09 0,79
GR (%) 0% -8% -12% 1% 11% -24% 15% -13% -9% -13% -17% -69% -0,02
Sarolangun 8,09 8,77 8,49 7,61 5,20 3,59 4,26 4,68 4,80 4,65 -0,25 59,89 0,71
GR (%) 0% 8% -3% -10% -32% -31% 19% 10% 3% -3% -12% -51% -0,01
Batanghari 8,09 9,54 8,35 6,48 7,56 4,27 4,65 4,81 4,83 4,93 -0,39 63,12 0,70
GR (%) 0% 18% -12% -22% 17% -44% 9% 3% 0% 2% -14% -43% -0,01
Mu. Jambi 6,05 8,41 7,23 7,15 8,03 5,25 5,49 4,95 5,01 4,95 0,37 62,89 0,58
GR (%) 0% 39% -14% -1% 12% -35% 5% -10% 1% -1% -63% -67% -0,06
Tanjab Tim 5,78 7,36 2,78 4,57 5,81 1,81 2,65 3,07 2,94 4,21 -3,92 37,06 0,17
GR (%) 0% 27% -62% 64% 27% -69% 46% 16% -4% 43% -49% 39% -0,04
Tanjab Barat 6,87 7,64 4,95 5,73 6,41 3,64 3,14 4,48 6,77 5,01 -0,60 54,04 0,57
GR (%) 0% 11% -35% 16% 12% -43% -14% 43% 51% -26% -16% -1% -0,01
Tebo 5,96 9,07 7,70 7,63 8,82 5,35 5,40 5,58 4,98 4,76 -0,02 65,23 0,54
GR (%) 0% 52% -15% -1% 16% -39% 1% 3% -11% -4% -10% -8% -0,01
Bungo 6,73 9,74 9,65 9,02 6,74 5,13 5,39 5,68 4,65 4,25 -0,44 66,54 0,57
GR (%) 0% 45% -1% -7% -25% -24% 5% 5% -18% -9% -14% -43% -0,01
Kota Jambi 6,66 7,79 7,67 8,50 8,18 5,12 6,84 4,68 5,30 4,79 -3,96 61,57 0,25
GR (%) 0% 17% -2% 11% -4% -37% 34% -32% 13% -10% -50% -60% -0,05
SEl. Penuh 6,47 6,86 7,09 8,45 7,54 7,06 6,51 6,02 4,88 5,05 -0,16 65,77 0,57
GR (%) 0% 6% 3% 19% -11% -6% -8% -8% -19% 3% -12% -33% -0,01
Pro. Jambi 7,35 7,86 7,03 6,84 7,36 4,21 4,37 4,60 4,69 4,37 -0,44 58,24 0,63
GR (%) 0% 7% -10% -3% 8% -43% 4% 5% 2% -7% -14% -51% -0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2021 (diolah)
Ket : GR (%) = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan tabel 3.11 laju pertumbuhan Kabupaten/kota Provinsi Jambi
pada tahun 2010-2020 mengalami perkembangan yang cenderung berfluktuasi.
Pada tahun 2010 yang paling tinggi adalah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten

Batang Hari dengan masing-masing sebesar 8,09 persen. Dan yang terendah pada




tahun 2010 adalah Kabupaten Kerinci sebesar 5,89 persen, kemudian Kabupaten
Tanjab Timur pada tahun 2010 sebesar 5,78 persen. Selanjutnya pada tahun 2017
yang tertinggi adalah Kota Sungai Penuh sebesar 6,02 persen, kemudian di tahun
yang sama kerinci menduduki posisi tingkat kemandirian tertinggi kedua dengan
sebesar 5,86 persen. Pada tahun 2017 yang terendah adalah Kabupaten Tanjab
Timur sebesar 3,07 persen, kemudian pada tahun 2017 adalah Kabupaten Tanjab
Barat sebesar 4,48 persen. Pada tahun 2020 Kabupaten/kota yang terendah adalah
Kabupaten Tebo sebesar -0,02 persen, kemudian tahun 2020 adalah Kota Sungai
Penuh sebesar -0,16 persen. Sedangkan Kabupaten/kota yang tertinggi adalah
Kerinci sebesar 3,86 Persen, kemudian adalah Kabupaten Merangin sebesar 0,83
persen. Ini disebabkan oleh dampaknya kontraksi yang disebabkan oleh Covig-19
yang membuat sisi pengeluaran hampir seluruh komponen minus. Konsumsi non
profit, investasi, ekspor dan impor seluruh komponen terkontraksi negatif kecuali
konsumsi pengeluaran dan sektor pertanian,kehutanan dan perikanan yang

berkontraksi positif.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan
model regresi yang di peroleh dengan estimasi yang tepat. Adapun Model
Uji Asumsi Klasik Adalah sebagai berikut :
4.1.1.1 Uji Nomalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi
normal atau tidak. dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah Jargue
bera, dengan syarat nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka
menunjukkan data berdistribusi normal.

Tabel 4.1 Uji Nomalitas
Terhadap Belanja Modal

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2020
Observations 132

24 ] Mean -8.61e-16
Median -3.468036
20 Maximum 290.1129

Minimum -229.9961
Std. Dev. 76.47530

124 Skewness  0.741154
Kurtosis 5968841

a

. Jarque-Bera  60.56189
Probability ~ 0.000000

0 o) T T T T T
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Sumber :Output Eviews 8

Berdasarkan hasil output di atas uji normalitas di peroleh, nilai
probabilitas sebesar 0,00 < 0,05%, yang artinya variabel tersebut berdistribusi

tidak normal.



Tabel 4.2 Uji Normalitas
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2020

201 L Observations 132
154 e Mean 3.35e-17
Median 0.060370
R Maximum 3.624267
124 Minimum -7.405324
Std. Dev. 2.057738
5 Skewness -1.053431
Kurtosis 4810285
49 Jarque-Bera  42.43802
!_H_ﬂ Probability  0.000000

o
LA L L L R LN L I T 1 L L |
7 B 5 -4 -3 2 A

I
o 1 2 3 4
Sumber : Output eviews 8

Berdasarkan hasil output di atas menunjukkan bahwa grafik di atas
berbentuk lonceng miring ke kanan dengan nilai jargue-bera sebesar 42,43802
dengan probabilitas sebesar 0,00 < 0,05 % yang artinya data di atas tidak
berdistribusi normal dengan arah yang positif

Tabel 4.3 Uji Normalitas Belanja
Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

20
Series: Residuals
T Sample 1 132
. | Observations 132
] Mean 4. 44e-14
Median -47.84857
127 Maximum 661.5006
Iimimum -222 6762
Stid. Dev. 177.3479
81 Skewness 1.994995
Kurtosis 7029560
4 Jarque-Bera 176.8656
Probability 0.000000

————t 1t
-200 -100 o] 100 200 300 400 500 500

Sumber :Output Eviews 8

Berdasarkan hasil output di atas menunjukkan bahwa grafik di atas
berbentuk lonceng miring ke kiri dengan nilai jargue-bera sebesar 176,8656
dengan probabilitas sebesar 0,00 < 0,05 % yang artinya data di atas tidak

berdistribusi normal dengan arah yang negatif.



Berdasarkan uji normalitas di atas menunjukkan hasil tidak normal. Menurut
pendapat Central Limit Theorem yang menyatakan bahwa data yang memiliki
jumlah sampel lebih dari 30 maka di anggap normal. Mengapa karena uji
normalitas pada dasarnya diperuntukkan untuk data yang memiliki sampel kecil.

Untuk data dengan jumlah sampel besar di anggap normal.

4.1.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara
variabel bebas atau veriabel terikat. Jika dalam model regresi yang
berbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel
bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala
multikolinearitas. Dengan ketentuan jika nilai Correlation < 0,100 maka

tidak terjadi multikoleniaritas.

Tabel 4.4 Uji Multikolienaritas
Terhadap Belanja Modal

X1 X2 X3 X4
X1 1.000000 0.602237 0.656517 0.921517
X2 0.602237 1.000000 0.884892 0.481800
X3 0.656517 0.884892 1.000000 0.483579
X4 0.921517 0.481800 0.483579 1.000000

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan hasil output di atas menunjukkan nilai correlation antara X1 dan
X4 sebesar 0,92 < 0,100 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan nilai
correlation antara X2 dan X3 sebesar 0,88 < 0,100 maka tidak terjadi

multikolinearitas



Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Y1 X1 X2 X3 X4
Y1 1.000000 0.831473 0.478882 0.514429 0.777453
X1 0.831473 1.000000 0.602237 0.656517 0.921517
X2 0.478882 0.602237 1.000000 0.884892 0.481800
X3 0.514429 0.656517 0.884892 1.000000 0.483579
X4 0.777453 0.921517 0.481800 0.483579 1.000000

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan hasil di atas nilai Correlation antara Y1 dan X4 sebesar 0,77 <
0,100 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sedangkan nilai Correlation
antara X1 dan X3 sebesar 0,65 < 0,100 maka tidak terjadi masalah

multikolinearitas.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas
Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Y1 Y2
Y1 1.000000 -0.130155
Y2 -0.130155 1.000000

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan Hasil tabel di atas nilai Correlation antara y1 dan y2 sebesar -

0,13 < 0,100 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.1.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara
anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu(time
series) dan ruang (cross section). Dengan ketentuan uji Durbin-Watson (dw),
kriteria uji autokorelasi jika dw < dU maka terdapat autokorelasi, jika 4 — dU
< dw maka terdapat autokorelasi negatif, jika Du< dw maka berarti tidak ada

autokorelasi, jika dU < 4 — dw maka berarti ada autokorelasi negatif



Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
Terhadap Belanja Modal

R-squared 0.268446 Mean dependent var -8.61E-15
Adjusted R-squared 0.233332 S.D. dependent var 99.05408
S.E. of regression 86.73136 Akaike info criterion 11.81508
Sum squared resid 940291.1 Schwarz criterion 11.96796
Log likelihood -772.7953 Hannan-Quinn criter. 11.87720
F-statistic 7.644862 Durbin-Watson stat 1.952204
Prob(F-statistic) 0.000001

Sumber : Output Eviews 8

Dari hasil Output tabel di atas, di dapatkan hasil Durbin-Watson stat sebesar
1,952204. Sedangkan nilai dW di dapat melalui tabel dW dengan jumlah 11 tahun
12 kab/kota dengan jumlah n = 132, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah (variabel bebas)
adalah 4 (k) maka di dapat nilai dW berarti dU < 4 — dW (1,7786 < 4 — 1,9522)

maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Belanja
Modal dan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

R-squared 0.029418 Mean dependent var 3.37E-16
Adjusted R-squared -0.025372 S.D. dependent var 2.318294
S.E. of regression 2.347520 Akaike info criterion 4.603288
Sum squared resid 683.3455 Schwarz criterion 4.778003
Log likelihood -295.8170 Hannan-Quinn criter. 4.674284
F-statistic 0.536922 Durbin-Watson stat 1.982303
Prob(F-statistic) 0.805114

Sumber :Output Eviews 8
Dari hasil Output tabel di atas, di dapatkan hasil Durbin-Watson sebesar
1,9823. Sedangkan nilai dW di dapat melalui tabel dW dengan jumlah 11 tahun
12 kab/kota dengan jumlah n = 132, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah (variabel bebas)
adalah 5 (k) maka di dapat nilai dW berarti dU <5 — dW (1,7950 < 4 — 1,9823)

maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.



Tabel 4.9 Uji Autokorelasi
Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

R-squared 0.704095 Mean dependent var 4.44E-14
Adjusted R-squared 0.697159 S.D. dependent var 177.3479
S.E. of regression 97.59622 Akaike info criterion 12.02939
Sum squared resid 1219203. Schwarz criterion 12.11675
Log likelihood -789.9397 Hannan-Quinn criter. 12.06489
F-statistic 101.5236 Durbin-Watson stat 1.962741
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber : Output Eviews 8

Dari hasil Output tabel di atas, di dapatkan hasil Durbin-Watson sebesar
1,962741. Sedangkan nilai dW di dapat melalui tabel dW dengan jumlah 11 tahun
12 kab/kota dengan jumlah n = 132, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi
(variabel bebas) adalah 2 (k) maka di dapat nilai dW berarti dU < 2 — dW (1,7466

<4 -1,9627) maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

4.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Dengan ketentuan nilai Pro. Chi-Square (Obs*R-Squared) > 0,05 maka
tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai Pro.Chi-Square (Obs*R-

Squared) < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas
Terhadap Belanja Modal

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 4.729687 Prob. F(14,117) 0.2030
Obs*R-squared 47.70588 Prob. Chi-Square(14) 0.2040
Scaled explained SS 115.5431 Prob. Chi-Square(14) 0.2080

Sumber :Output Eviews 8



Berdasarkan data tabel di atas, nilai Pro.Chi-Square yang (Obs*R-Squared)

sebesar 0,20 > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.336221 Prob. F(20,111) 0.1718
Obs*R-squared 25.61364 Prob. Chi-Square(20) 0.1790
Scaled explained SS 52.01906 Prob. Chi-Square(20) 0.0001

Sumber : Output Eviews 8
Berdasarkan data tabel di atas, nilai Pro.Chi-Square yang (Obs*R-Squared)
sebesar 0,17 > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas
Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.716473 Prob. F(2,129) 0.4904
Obs*R-squared 1.450162 Prob. Chi-Square(2) 0.4843
Scaled explained SS 4.240439 Prob. Chi-Square(2) 0.1200

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan data tabel di atas, nilai Pro.Chi-Square yang (Obs*R-Squared)

sebesar 0,48 > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.2 Pengujian Estimasi Model

Untuk menentukan dari estimasi model yang telah dilakukan maka harus
dilakukan pengujian estimasi model untuk mendapatkan model yang terbaik.

Hasil pengujian sebagai berikut :



4.1.2.1 Uji Chow
Pertama data di estimasi menggunakan efek spesifikasi Fixed. Uji ini
bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan fixed
effect atau common effect.
Ho = Common Effect

H; = Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-squared kurang dari 5% maka H, ditolak.
Sehingga model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek

spesifikasi fixed adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13 Hasil Uji Chow
Terhadap Belanja Modal

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM_BM
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 7.146167 (11,116) 0.0000
Cross-section Chi-square 68.296306 11 0.0000

Sumber :Output Eviews 8

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas diketahui nilai probabilitas Chi-square

sebesar 0.0000 < 0,5% sehingga hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect.



Tabel 4.14 Hasil Uji Chow
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM_Y2
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 2.815176 (11,115) 0.0027
Cross-section Chi-square 31.475133 11 0.0009

Sumber :Output Eviews 8

Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas diketahui nilai probabilitas Chi-square
sebesar 0.0009 < 0,5% sehingga estimasi dalam penelitian ini menggunakan

model Fixed Effect.

4.1.2.2 Uji Hausman

Setelah melakukan uji chow bahwa model yang digunakan Fixed
Effect model. Model data panel masih harus digunakan untuk
membandingkan antara Fixed effect dengan Random Effect melalui Uji
Hausman. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model random effect

lebih baik digunakan daripada fixed effect.

Ho = Random Effect
H; = Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5% maka sebaiknya
model menggunakan random effect dan sebaliknya apabila kurang dari 5%
maka menggunakan Fixed Effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek

spesifikasi random adalah sebagai berikut.



Tabel 4.15 Hasil Uji Hausman
Terhadap Belanja Modal

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM_BM
Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 8.668707 4 0.0499

Sumber :Output Eviews 8

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0.0499 < 0,05%, sehingga dapat di
simpulkan bahwa dalam penelitian ini model sebaiknya menggunakan Fixed

Effect.

Tabel 4.16 Hasil Uji Hausman
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM_Y2
Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 23.473833 5 0.0003

Sumber :Output Eviews 8

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0.0003 < 0,05% . sehingga dapat di
simpulkan bahwa dalam penelitian ini model sebaiknya menggunakan fixed

Effect.

4.1.3 Hasil Estimasi Pengujian
Dari hasil pengujian di atas dalam penelitian ini Model yang digunakan
untuk variabel Belanja modal (Y1) dan Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y5)

adalah model Fixed Effect, modelnya adalah sebagai berikut :



Tabel 4.17 Fixed Effect Model
Terhadap Belanja Modal

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Least Squares

Date: 08/23/22 Time: 15:15

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 154.0339 31.65771 4.865605 0.0000
X1 0.525163 0.117546 4.467710 0.0000
X2 0.026084 0.021503 1.213045 0.2276
X3 -0.136889 0.079547 -1.720863 0.0879
X4 5.223240 3.327838 1.569560 0.0192

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.817202 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.793565 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 81.26955 Akaike info criterion 11.74663
Sum squared resid 766149.8 Schwarz criterion 12.09606
Log likelihood -759.2777 Hannan-Quinn criter. 11.88862
F-statistic 34.57211 Durbin-Watson stat 1.725143
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber : Output Eviews.8

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan koefisien sebesar 154.0339
dengan pendapatan asli daerah sebesar 0,525163 dengan probabilitas sebesar
0,0000, kemudian dana alokasi umum sebesar 0,026084 dengan probabilitas
sebesar 0,2276, selanjutnya dana alokasi khusus sebesar -0,136889 dengan
probabilitas 0,0879, dan tingkat kemandirian daerah sebesar 5,223240 dengan

probabilitas 0,1192.



Tabel 4.18 Fixed Effect Model
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Least Squares

Date: 08/24/22 Time: 20:34

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.394150 0.938766 8.941682 0.0000
Y1 0.003286 0.002509 1.309478 0.0330
X1 -0.007756 0.003439 -2.255288 0.0260
X2 0.001170 0.000585 2.000280 0.0478
X3 -0.003906 0.002177 -1.794396 0.0754
X4 -0.303425 0.090881 -3.338695 0.0011
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.335130 Mean dependent var 5.479697
Adjusted R-squared 0.242626 S.D. dependent var 2.523607
S.E. of regression 2.196225 Akaike info criterion 4.531063
Sum squared resid 554.6917 Schwarz criterion 4.902333
Log likelihood -282.0502 Hannan-Quinn criter. 4.681930
F-statistic 3.622880 Durbin-Watson stat 1.781745
Prob(F-statistic) 0.000026

Sumber :Output Eviews.8
Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan koefisien sebesar 154.0339
dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,003286 dengan probabilitas sebesar
0,0330, pendapatan asli daerah sebesar -0,007756 dengan probabilitas sebesar
0,0260, kemudian dana alokasi umum sebesar 0,001170 dengan probabilitas
sebesar 0,0478, selanjutnya dana alokasi khusus sebesar -0,003906 dengan
probabilitas 0,0754, dan tingkat kemandirian daerah sebesar -0,303425 dengan

probabilitas 0,0011.



Tabel 4.19 Model Belanja Modal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 09/06/22 Time: 08:30
Sample: 1 132

Included observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 339.4004 37.15946 9.133622 0.0000

Y2 -9.225151 6.163573 -1.496721 0.1369
R-squared 0.016940 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.009378 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 178.0287 Akaike info criterion 13.21680
Sum squared resid 4120246. Schwarz criterion 13.26048
Log likelihood -870.3089 Hannan-Quinn criter. 13.23455
F-statistic 2.240175 Durbin-Watson stat 0.376373
Prob(F-statistic) 0.136890

Sumber :Output Eviews 8

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Koefisien sebesar 339,4004
dengan probabilitas sebesar 0,0000, dan Koefisien Pertumbuhan Ekonomi sebesar

-9,225151 dengan probabilitas sebesar 0,13609.

4.1.4 Hasil Regresi Data Panel
Hasil regresi data panel dari uji spesifikasi di atas, maka model
sebaiknya menggunakan estimasi dengan efek tetap (Fixed Effect). Pada
pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga
hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data

panel adalah sebagai berikut :



Tabel 4.20 Hasil Regresi Data Panel
Terhadap Belanja Modal

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 154.0339 31.65771 4.865605 0.0000
X1 0.525163 0.117546 4.467710 0.0000
X2 0.026084 0.021503 1.213045 0.2276
X3 -0.136889 0.079547 -1.720863 0.0879
X4 5.223240 3.327838 1.569560 0.0192

Sumber :Output Eviews.8

Dari hasil di atas dapat disimpulkan model persamaan sebagai berikut :
Yiit = @ + B Xqit + B2Xoit + PsXsit + PaXaic + €
Y1it = 154,0339 + 0.525163X; + 0.026084 X, — 0.136889X; + 5,223240X, + €

sesuai dengan persamaan regresi data panel di atas diperoleh, maka model

regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 154,0339 yang artinya jika Pendapatan Asli Daerah
(X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) Dan
Kemandirian Daerah nilainya 0, maka Pertumbuhan ekonomi () nilainya

sebesar 154,0339.

2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X;) sebesar 0,525163, artinya
jika jumlah Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1% maka
Pertumbuhan Ekonomi menurun sebesar 0,525163% di Kabupaten/kota Di

Provinsi Jambi.

3. Kaoefisien Regresi Dana Alokasi Umum(X;) sebesar 0.026084, artinya jika

jumlah Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka Pertumbuhan



Ekonomi menurun sebesar 0,026084% Di Kabupaten/Kota DiProvinsi

Jambi.

4. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus(X3) sebesar -0,136889, artinya
jika Jumlah Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1% maka
Pertumbuhan Ekonomi Menurun sebesar -0,136889% Di Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jambi.

5. Koefisien regresi kemandirian Daerah sebesar -5,223240, artinya jika
Tingkat Kemandirian Daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan

Ekonomi Menurun Sebesar 5,223240% Di Kabupaten/kota Di Provinsi

Jambi.
Tabel 4.21 Hasil Regresi Data Panel
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.394150 0.938766 8.941682 0.0000
Y1 0.003286 0.002509 1.309478 0.0330
X1 -0.007756 0.003439  -2.255288 0.0260
X2 0.001170 0.000585 2.000280 0.0478
X3 -0.003906 0.002177  -1.794396 0.0754
X4 -0.303425 0.090881  -3.338695 0.0011

Sumber :Output Eviews.8

Dari hasil di atas dapat disimpulkan model persamaan sebagai berikut :

Yait = o + B Xuit + B2Xoit + BaXazit + PaXait HP1Y1ie + €

Yoir = 8,394150 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X, +

0,003286Y1 + e



sesuai dengan persamaan regresi data panel di atas diperoleh, maka model

regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 8,394150 vyang artinya jika Pendapatan Asli Daerah
(X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Kemandirian
Daerah dan Belanja Modal nilainya 0, maka Pertumbuhan ekonomi ()
nilainya sebesar 8,394150.

2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X;) sebesar -0,007756, artinya
jika jumlah Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1% maka
Pertumbuhan Ekonomi menurun sebesar -0,007756% di Kabupaten/kota Di
Provinsi Jambi.

3. Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum(X5) sebesar 0,001170, artinya jika
jumlah Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1% maka Pertumbuhan
Ekonomi menurun sebesar 0,001170% Di Kabupaten/Kota DiProvinsi
Jambi.

4.  Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus(X3) sebesar -0,003906, artinya jika
Jumlah Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1% maka Pertumbuhan
Ekonomi Menurun sebesar -0,003906% Di Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jambi.

5. Koefisien regresi kemandirian Daerah sebesar -0,303425, artinya jika
Tingkat Kemandirian Daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan
Ekonomi Menurun Sebesar -0,303425% Di Kabupaten/kota Di Provinsi

Jambi.



6.  Koefisien regresi Belanja Modal sebesar 0,003286, artinya jika Tingkat
Kemandirian Daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan Ekonomi
Menurun Sebesar 0,003286% Di Kabupaten/kota Di Provinsi Jambi.

Tabel 4.22 Hasil Regresi Data Panel Belanja Modal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 339.4004 37.15946 9.133622 0.0000
Y2 -9.225151 6.163573 -1.496721 0.1369

Sumber : Output Evi_ews 8
Yi=a+Yr+e
Y1=339,4004 - 9.225151Y, + €
sesuai dengan persamaan regresi data panel di atas diperoleh, maka model

regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 339,4004 yang artinya jika Belanja Modal nilainya 0, maka

Pertumbuhan ekonomi (Y>) nilainya sebesar 339,4004.

2. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi sebesar -9.225151, artinya jika
Belanja Modal meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan Ekonomi Menurun

Sebesar -9,225151% Di Kabupaten/kota Di Provinsi Jambi.



4.1.5 Intersep Kabupaten/kota

Tabel 4.23 Hasil Intersep Kab/Kota
Terhadap Belanja Modal

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 154.0339 31.65771 4.865605 0.0000

X1? 0.525163 0.117546 4.467710 0.0000

X2? 0.026084 0.021503 1.213045 0.2276

X3? -0.136889 0.079547 -1.720863 0.0879

X4? 5.223240 3.327838 1.569560 0.0192

Fixed Effects (Cross)

BATANGHARI--C -36.27937
BUNGO—C -78.83903
KERINCI—C -19.77157
KOTAJAMBI—C -36.14179
MERANGIN—C 3.719418
MUAROJAMBI--C 75.15722
PROVINSIJAMBI--C -208.1356
SAROLANGUN--C 27.75964
SUNGAIPENUH--C -28.24411
TANJABBARAT--C 165.4815
TANJABTIMUR--C 112.1579
TEBO—C 23.13571

Sumber :Output Eviews.8

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing Kabupaten/kota
keadaan tersebut menjelaskan bahwa variabel Pendapatan asli daerah,dana alokasi
umum,dana alokasi khusus dan tingkat kemandirian daerah memiliki tingkat
pengaruh yang berbeda-beda terhadap belanja modal di tiap-tiap Kabupaten/kota
di Provinsi Jambi yang dapat diurutkan sebagai berikut :
1. Kabupaten Batang Hari

Y1=a+ B Xaie + BoXoit + BaXsit + PaXait + €

Y1=-36,27937 + 0,525163Xit + 0,026084 Xit - 0,136889X3it + 5,223240X4it

Kabupaten Batang Hari memiliki nilai intersep sebesar -36,27937 yang

berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan



tingkat kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di

Kabupaten Batang Hari sebesar 36,27%.

2. Kabupaten Bungo
Y= o+ BrXaie + P2Xoit + BaXsic + PaXait + €
Y1=-78,83903 + 0,525163X;j; + 0,026084 X,i; - 0,136889X it + 5,223240X 4t

Kabupaten Bungo memiliki nilai intersep sebesar -78,83903 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di Kabupaten

Bungo sebesar -78,83%.

3. Kabupaten Kerinci
Y= o+ B Xaie + BoXoit + BaXsie + PaXait + €
Y1=-19,77157 + 0,525163Xj; + 0,026084 X ;¢ - 0,136889X it + 5,223240X 4t

Kabupaten Kerinci memiliki nilai intersep sebesar -78,83903 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di Kabupaten

Kerinci sebesar -19,77%.

4. Kota Jambi
Y1= o+ B Xqit + BoXoie + BaXaie + PaXait + €
Y1=-36,14179 + 0,525163X it + 0,026084 X5t - 0,136889X3it + 5,223240X 4t

Kota Jambi memiliki nilai intersep sebesar -36,14179 yang berarti bahwa
Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat

kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di Kota Jambi

sebesar -36,14%.



5. Kabupaten Merangin
Y1= a + BrXqit + BoXoit + BaXaie + PaXait + €
Y= 3,719418 + 0,525163 X3t + 0,026084 X5t - 0,136889X3it + 5,223240X 4t

Kabupaten Merangin memiliki nilai intersep sebesar 3,719418 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah, maka terjadi peningkatan pada Belanja Modal di Kabupaten

Merangin sebesar 3,71%.

6. Kabupaten Muaro Jambi
Y1= o+ B1Xuit + P2Xoit + PaXaie + PaXait + €
Y1=75,15722 + 0,525163 X3t + 0,026084 X5 - 0,136889X3it + 5,223240X 4

Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai intersep sebesar 75,15722 yang
berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan
tingkat kemandirian daerah, maka terjadi peningkatan pada Belanja Modal di

Kabupaten Muaro Jambi sebesar 75,15%.

7. Provinsi Jambi
Y1= a + B Xait + B2Xoit + PaXsit + PaXait + €
Y1=-208,1356+ 0,525163X i + 0,026084X5i: - 0,136889X;i: + 5,223240X 4t

Provinsi Jambi memiliki nilai intersep sebesar -208,1356 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di Provinsi

Jambi sebesar -208,13%.

8. Kabupaten Sarolangun
Y11= o+ B Xait + PoXoit + BaXait + PaXait + €
Y= 27,75964 + 0,525163 X1t + 0,026084 X5 - 0,136889X3i + 5,223240X it



Kabupaten Sarolangun memiliki nilai intersep sebesar 27,75964 yang
berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan
tingkat kemandirian daerah, maka terjadi peningkatan pada Belanja Modal di

Kabupaten Sarolangun sebesar -27,75%.

9. Kota Sungai Penuh
Y= o+ BrXaie + BoXoit + BaXsie + PaXait + €
Y1=-28,24411+ 0,525163X3; + 0,026084 X5 - 0,136889X3it + 5,223240X 4t

Kota Sungai Penuh memiliki nilai intersep sebesar -28,24411 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di Kota Sungai

Penuh sebesar -28,24%.

10. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Y= o+ B Xaie + BoXoit + BaXsit + PaXait + €
Y1=165,4815 + 0,525163X3jt + 0,026084 X5 - 0,136889X3it + 5,223240X 4t

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai intersep sebesar
165,4815 yang berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana
alokasi khusus dan tingkat kemandirian daerah, maka terjadi peningkatan pada

Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 165,48%.

11. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Y= o+ B Xaie + BoXoit + BaXsit + PaXait + €
Y1=112,1579 + 0,525163X3j; + 0,026084 Xi; - 0,136889X 3 + 5,223240X 4t

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai intersep sebesar

112,1579 yang berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana



alokasi khusus dan tingkat kemandirian daerah, maka terjadi peningkatan pada

Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 112,15%.

12. Kabupaten Tebo
Y1= a + B Xqgit + BoXoit + PaXaie + PaXait + €
Y11= 23,13571 + 0,525163X4i: + 0,026084X5i: - 0,136889X;it + 5,223240X 4t

Kabupaten Tebo memiliki nilai intersep sebesar 23,13571 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah, maka terjadi penurunan pada Belanja Modal di Kabupaten

Kerinci sebesar 23,13%.

Tabel 4.24 Hasil Intersep Kab/Kota
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8.394150 0.938766 8.941682 0.0000

Y1? 0.003286 0.002509 1.309478 0.0330

X172 -0.007756 0.003439 -2.255288 0.0260

X272 0.001170 0.000585 2.000280 0.0478

X3? -0.003906 0.002177 -1.794396 0.0754

X47? -0.303425 0.090881 -3.338695 0.0011

Fixed Effects (Cross)

BATANGHARI—C -1.107828
BUNGO—C 0.024803
KERINCI—C -0.987108
KOTAJAMBI—C 2.737615
MERANGIN—C -1.388505
MUAROJAMBI—C -1.840842
PROVINSIJAMBI—C 14.61535
SAROLANGUN—C -1.668262
SUNGAIPENUH—C -1.713300
TANJABBARAT—C -2.515394
TANJABTIMUR—C -4.683509
TEBO—C -1.473018

Sumber :Output Eviews.8

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing Kabupaten/kota
keadaan tersebut menjelaskan bahwa variabel Pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, tingkat kemandirian daerah dan Belanja



Modal memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di tiap-tiap Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang dapat diurutkan
sebagai berikut :
1. Kabupaten Batang Hari

Y2= 0 + B1Xuit + B2Xait + P3Xait + BaXait +P1 Y1ie + €

Y, = -1,107828 — 0,007756X; + 0,001170X, — 0,003906X3 - 0303425X,+

0,003286Y, + e
Kabupaten Batang Hari memiliki nilai intersep sebesar -1,107828 yang

berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan

tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi penurunan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batang Hari sebesar -1,10%.

2. Kabupaten Bungo

Yao=a + B1Xuit + P2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y1it + €

Y, = 0,024803 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y; + e

Kabupaten Bungo memiliki nilai intersep sebesar 0,024803 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi peningkatan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bungo sebesar 0,02%.

3. Kabupaten Kerinci

Yo=a + B1Xuit + P2Xoit + BaXsit + PaXait HP1Y1it + €

Y, = -0,987108 — 0,007756X; + 0,001170X, — 0,003906X5 - 0303425X4+
0,003286Y + e

Kabupaten Kerinci memiliki nilai intersep sebesar -0,987108 yang berarti

bahwa Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan



tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi penurunan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kerinci sebesar -0,98%.

4. Kota Jambi

Yo=a + B1Xuit + B2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y 1it + €

Y, = 2,737615 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y; + e

Kota Jambi memiliki nilai intersep sebesar 2,737615 yang berarti bahwa
Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi peningkatan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi sebesar 2,73%.

5. Kabupaten Merangin

Yao=a + B1Xuit + P2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y 1it + €

Y, = -1,388505 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X5 - 0303425X,+
0,003286Y; + e

Kabupaten Merangin memiliki nilai intersep sebesar -1,388505 yang
berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan
tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi penurunan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Merangin sebesar -1,38%.
6. Kabupaten Muaro Jambi
Yo = a+ B1Xuit + B2Xoit + PaXait + PaXait +P1Y1it + €

Y, = -1,840842 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X5 - 0303425X,4+
0,003286Y; + e



Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai intersep sebesar -1,840842 yang
berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan
tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi penurunan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar -1,84%.

7. Provinsi Jambi
Yo=a + B1Xiit + P2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y1it + €

Y, = 14,61535 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y; + e

Provinsi Jambi memiliki nilai intersep sebesar 14,61535 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi peningkatan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bungo sebesar 14,61%.

8. Kabupaten Sarolangun
Yo =a+ B Xuit + B2Xoit + BaXait + PaXait +P1Y1it + €

Y, = -1,668262 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X5 - 0303425X,+
0,003286Y; + e

Kabupaten Sarolangun memiliki nilai intersep sebesar -1,668262 yang
berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan
tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi penurunan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sarolangun sebesar -1,66%.

9. Kota Sungai Penuh
Yo=a + B1Xqit + B2Xoit + BaXsit + PaXait +B1Y 1it + €

Y, = -1,713300 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y; + e



Kota Sungai Penuh memiliki nilai intersep sebesar -1,713300 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi penurunan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sungai Penuh sebesar -1,71%.

10. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Yo=a + B1Xuit + P2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y 1it + €

Y, = -2,515394 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y1 + e

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki nilai intersep sebesar -
2,515394 yang berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana
alokasi khusus dan tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka
terjadi penurunan pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat sebesar -2,51%.

11. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Yao=a + B1Xait + P2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y1it + €

Y, = -4,683509 — 0,007756X; + 0,001170X; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y1 + e

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki nilai intersep sebesar -
4,683509 yang berarti bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana
alokasi khusus dan tingkat kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka
terjadi penurunan pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur sebesar -4,68%.



12. Kabupaten Tebo

Yo=a + B1Xqit + B2Xoit + BaXsit + PaXait +P1Y 1it + €

Y, = -1,473018 — 0,007756X; + 0,001170X,; — 0,003906X3 - 0303425X,+
0,003286Y1 +¢e

Kabupaten Tebo memiliki nilai intersep sebesar -1,473018 yang berarti
bahwa Pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan tingkat
kemandirian daerah melalui Belanja Modal maka terjadi peningkatan pada

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tebo sebesar -1,47%.
4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi (R?)
Terhadap Belanja Modal

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.817202 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.793565 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 81.26955 Akaike info criterion 11.74663
Sum squared resid 766149.8 Schwarz criterion 12.09606
Log likelihood -759.2777 Hannan-Quinn criter. 11.88862
F-statistic 34.57211 Durbin-Watson stat 1.725143
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber :Output Eviews.8

Koefisien determinasi atau goodness of fit memperoleh hasil sebesar
0,817202. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam
menjelaskan variabel terikat sebesar 81,0%. Sisanya sebesar 19,0% dijelaskan

oleh variabel lain diluar model.



Tabel 4.26 Hasil Koefisien Determinasi (R?)
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.335130 Mean dependent var 5.479697
Adjusted R-squared 0.242626 S.D. dependent var 2.523607
S.E. of regression 2.196225 Akaike info criterion 4.531063
Sum squared resid 554.6917 Schwarz criterion 4.902333
Log likelihood -282.0502 Hannan-Quinn criter. 4.681930
F-statistic 3.622880 Durbin-Watson stat 1.781745
Prob(F-statistic) 0.000026

Sumber :Output Eviews.8
Koefisien determinasi atau goodness of fit memperoleh hasil sebesar
0,335130. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam
menjelaskan variabel terikat sebesar 33,0%. Sisanya sebesar 57,0% dijelaskan

oleh variabel lain diluar model.

Tabel 4.27 Hasil Koefisien Determinasi (R?)
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

R-squared 0.016940 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.009378 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 178.0287 Akaike info criterion 13.21680
Sum squared resid 4120246. Schwarz criterion 13.26048
Log likelihood -870.3089 Hannan-Quinn criter. 13.23455
F-statistic 2.240175 Durbin-Watson stat 0.376373
Prob(F-statistic) 0.136890

Sumber :Output Eviews 8

Koefisien determinasi atau goodness of fit memperoleh hasil sebesar
0,016940. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam
menjelaskan variabel terikat sebesar 01,0%. Sisanya sebesar 99,0% dijelaskan

oleh variabel lain diluar model.

4.1.7 Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana

Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Tingkat Kemandirian



Daerah(TKD) secara Simultan dan secara Parsial terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis, sebagai
berikut :

4.1.7.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh
Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi
Khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah(TKD) secara bersama-sama
terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Apabila nilai Prob F <
taraf sig 5%, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Pendapatan Asli
Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan
Tingkat Kemandirian Daerah(TKD) secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.28 Hasil Uji Simultan (Uji F)
Terhadap Belanja Modal

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.817202 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.793565 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 81.26955 Akaike info criterion 11.74663
Sum squared resid 766149.8 Schwarz criterion 12.09606
Log likelihood -759.2777 Hannan-Quinn criter. 11.88862
F-statistic 34.57211 Durbin-Watson stat 1.725143
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber : Output Eviews.8
Berdasarkan hasil Output di atas menggunakan Eviews 8, diperoleh nilai

probabilitas F sebesar 0,000000. dalam taraf signifikansi 5% maka uji F
berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kemandirian



Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Variabel Belanja

Modal Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Tabel 4.29 Hasil Uji Simultan (Uji F)
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.335130 Mean dependent var 5.479697
Adjusted R-squared 0.242626 S.D. dependent var 2.523607
S.E. of regression 2.196225 Akaike info criterion 4.531063
Sum squared resid 554.6917 Schwarz criterion 4.902333
Log likelihood -282.0502 Hannan-Quinn criter. 4.681930
F-statistic 3.622880 Durbin-Watson stat 1.781745
Prob(F-statistic) 0.000026

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan hasil Output di atas menggunakan Eviews 8, diperoleh nilai
probabilitas F sebesar 0,000026. dalam taraf signifikansi 5% maka uji F
berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kemandirian
Daerah melalui Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.30 Hasil Uji Simultan (Uji F)
Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

R-squared 0.016940 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.009378 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 178.0287 Akaike info criterion 13.21680
Sum squared resid 4120246. Schwarz criterion 13.26048
Log likelihood -870.3089 Hannan-Quinn criter. 13.23455
F-statistic 2.240175 Durbin-Watson stat 0.376373
Prob(F-statistic) 0.136890

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan hasil Output di atas menggunakan Eviews 8, diperoleh nilai

probabilitas F sebesar 0,136890. dalam taraf signifikansi 5% maka uji F tidak



berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal secara
bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Pertumbuhan

Ekonomi.

4.1.7.2 Uji Parsial (Uji t)

Yang kedua pengujian regresi yang dilakukan secara individual untuk
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap dependen,

hasil uji parsial sebagai berikut :

Tabel 4.31 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Terhadap Belanja Modal

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 154.0339 31.65771 4.865605 0.0000
X1 0.525163 0.117546 4.467710 0.0000
X2 0.026084 0.021503 1.213045 0.2276
X3 -0.136889 0.079547 -1.720863 0.0879
X4 5.223240 3.327838 1.569560 0.0192

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan output di atas hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-
masing Pendapatan asli daerah(PAD), dana alokasi umum(DAU), dana alokasi
khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah(TKD) secara individual

mempengaruhi Belanja Modal.

1. hasil Output menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05% atau t-hitung = (-2,843934) > t-tabel =
2,13185. maka variabel pendapatan asli daerah secara individual berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.



2. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum(X2) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,2276 < 0,05% atau t-hitung = 0,822067 < t-tabel =
2,13185. maka variabel dana alokasi umum secara individu tidak berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,0879 < 0,05% atau t-hitung = (-1,141504) < t-tabel =
2,13185. maka variabel Dana alokasi Khusus secara individu tidak
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi
Jambi.

4. Hasil Output menunjukkan bahwa jumlah Kemandirian daerah (X4) memiliki
nilai probabilitas sebesar 0,0192 < 0,05% atau t-hitung = 1,553702 < t-tabel =
2,13185. maka variabel kemandirian daerah secara individu berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/kota Di Provinsi

Jambi.

Tabel 4.32 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.394150 0.938766 8.941682 0.0000
Y1l 0.003286 0.002509 1.309478 0.0330
X1 -0.007756 0.003439 -2.255288 0.0260
X2 0.001170 0.000585 2.000280 0.0478
X3 -0.003906 0.002177 -1.794396 0.0754
X4 -0.303425 0.090881 -3.338695 0.0011

Sumber : Output Eviews 8

Berdasarkan output di atas hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-

masing Pendapatan asli daerah(PAD), dana alokasi umum(DAU), dana alokasi



khusus(DAK) dan Tingkat Kemandirian Daerah(TKD) melalui Belanja Modal

secara individual mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

1. Hasil Output menunjukkan bahwa Belanja Modal (Y1) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,0330 < 0,05% atau t-hitung = 1,309478 < t-tabel =
2,01505. maka variabel Belanja Modal secara individual berpengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Hasil Output menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki
nilai probabilitas sebesar 0,0260 < 0,05% atau t-hitung = (-2,255288) > t-
tabel = 2,01505. maka variabel pendapatan asli daerah secara individual
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.

3. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,0478 < 0,05% atau t-hitung = 2,000280 < t-tabel =
2,01505. maka variabel dana alokasi umum secara individu berpengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi.

4. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,0754 < 0,05% atau t-hitung = (-1,794396) < t-tabel =
2,01505. maka variabel Dana alokasi Khusus secara individu tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di
Provinsi Jambi.

5. Hasil Output menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian daerah (X4)

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0011<0,05% atau t-hitung = (-3,338695)



< t-tabel = 2,01505. maka variabel kemandirian daerah secara individu
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di
Provinsi Jambi.

Tabel 4.33 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 339.4004 37.15946 9.133622 0.0000
Y2 -9.225151 6.163573 -1.496721 0.1369

Sumber : Output Eviews 8

Hasil Output menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (Y2) memiliki nilai
Probabilitas sebesar 0,1369 > 0,05 atau t-hitung = (-1,496721) < t-tabel =
2,91999. Maka variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

4.2 Analisis Dan Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Secara Simultan Terhadap
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Di
Provinsi Jambi

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Tingkat Kemandirian Daerah Secara Simulthan Terhadap

Belanja Modal.

Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, diperoleh angka Koefisien Determinasi (R®) sebesar 0,817202
atau 81,0%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum, dana alokasi khusus dan Kemandirian Daerah berpengaruh

terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di provinsi Jambi dengan tingkat



pengaruh sebesar 81,0%, sedangkan sisanya 19,0% di pengaruhi oleh
variabel lainnya atau tidak diteliti dalam model penelitian ini. Hasil
pengujian hipotesis secara simultan yang tentang pengaruh Pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan Kemandirian Daerah
terhadap Belanja Modal kab/kota di provinsi Jambi berpengaruh signifikan
berdasarkan nilai probabilitas sebesar 0,000000 < 0,05%. Hasil penelitian
ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Pantun Bukit (2020) dan M
Alhudhori (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini
sesuai dengan penelitian Iseu Anggareni,dkk (2022) yang menyatakan

bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Tingkat Kemandirian Daerah melalui Belanja Modal Secara
Simulthan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi sebesar 0,335130 atau 33,0%. Hal ini menunjukkan bahwa
Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan
Kemandirian Daerah melalui Belanja Modal berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jambi dengan tingkat
pengaruh sebesar 33,0%, sedangkan sisanya 57,0% di pengaruhi oleh
variabel lainnya atau tidak diteliti dalam model penelitian ini. diperoleh nilai
probabilitas F sebesar 0,000026. dalam taraf signifikansi 5% maka uji F

berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh



Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan
Kemandirian Daerah melalui Belanja Modal secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Siagian, Et. Al, D.I (2018)
yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi
umum, dana alokasi khusus dan Kemandirian Daerah memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara

Simultan

Berdasarkan hasil Output di atas menggunakan Eviews 8, diperoleh
nilai probabilitas F sebesar 0,136890. dalam taraf signifikansi 5% maka uji
F tidak berpengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Belanja Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap
Variabel Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil
penelitian Said Yunus dan Amirullah (2019) yang menyatakan bahwa
Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Provinsi Aceh.

Hal ini disebabkan karena sumber dari penerimaan pendapatan Asli
daerah adalah pajak, dimana pajak dapat mengurangi konsumsi sehingga
karena konsumsi berkurang maka penerimaan juga berkurang dan pada
akhirnya pertumbuhan ekonomi juga ikut berkurang, dan kurang

maksimalnya pemanfaatan dana alokasi umum sebagai peningkatan



4.2.2

layanan kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintahan seharusnya
memprioritaskan dana alokasi umum pada bidang-bidang yang langsung
bersentuhan dengan pelayanan publik sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi.sedangkan dana alokasi khusus yang diberikan oleh
pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas atau
pembelanjaan pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan
ekonomi, sehingga tidak mampu meningkatkan  produktivitas
perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Dan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak
dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,
dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran,
kemudian pelaksanaan, baru dapat digunakan atau dimanfaatkan

masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Secara Parsial
Terhadap Belanja Modal dan  Pertumbuhan  Ekonomi
Kabupaten/kota Di Provinsi Jambi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal antara

lain sebagai berikut :

1. Hasil Output menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1)
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05% atau t-hitung = (-

2,843934) > t-tabel = 2,13185. maka variabel pendapatan asli daerah



secara individual berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum(X2) memiliki
nilai probabilitas sebesar 0,2276 > 0,05% atau t-hitung = 0,822067 < t-
tabel = 2,13185. maka variabel dana alokasi umum secara individu
tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi.

. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki
nilai probabilitas sebesar 0,0879 > 0,05% atau t-hitung = (-1,141504)
< t-tabel = 2,13185. maka variabel Dana alokasi Khusus secara
individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

. Hasil Output menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian daerah (X4)
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0192 < 0,05% atau t-hitung =
1,553702 < t-tabel = 2,13185. maka variabel kemandirian daerah secara
individu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Di
Kabupaten/kota Di Provinsi Jambi.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Ardhani (2011) yang
menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, Tingkat
Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini tidak sesuai

dengan hasil penelitian Pantun Bukit dan M.Alhudhori (2020) yang



menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi
Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK) berpengaruh positif
dan signifikan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi
Jambi Tahun 2010-2019.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut :

1. Hasil Output menunjukkan bahwa Belanja Modal (Y1) memiliki nilai
probabilitas sebesar 0,0330 < 0,05% atau t-hitung = 1,309478 < t-
tabel = 2,01505. maka variabel Belanja Modal secara individual
berpengaruh signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi
kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Hasil Output menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1)
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0260 < 0,05% atau t-hitung = (-
2,255288) > t-tabel = 2,01505. maka variabel pendapatan asli daerah
secara individual berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2)
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0478 < 0,05% atau t-hitung =
2,000280 < t-tabel = 2,01505. maka variabel dana alokasi umum
secara individu berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.



4. Hasil Output menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X3)
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0754 > 0,05% atau t-hitung = (-
1,794396) < t-tabel = 2,01505. maka variabel Dana alokasi Khusus
secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

5. Hasil Output menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian daerah (X4)
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0011<0,05% atau t-hitung = (-
3,338695) < t-tabel = 2,01505. maka variabel kemandirian daerah
secara individu berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Andri Gustaf Eka
Saputra dan Pandoyo (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah, Dana alokasi umum, dan Alokasi Khusus dan Tingkat
kemandirian Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi. Dan hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian widyasari
(2013) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana
alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Secara Parsial
1. Hasil Output menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (Y2)
memiliki nilai Probabilitas sebesar 0,1369 > 0,05 atau t-hitung = (-

1,496721) < t-tabel = 2,91999. Maka variabel pertumbuhan ekonomi



tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota
di Provinsi Jambi.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Said Yunus dan Amirullah
(2019) yang menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
kabupaten Provinsi Aceh. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya
pendapatan mengenai konsumsi yang dihasilkan dari pajak, kurang
maksimalnya pemanfaatan dana untuk peningkatan pelayanan publik
terhadap masyarakat dan dana yang diberikan pemerintah masih
kurang optimal untuk berbagai aktivitas dan pembelanjaan pada

sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.



4.3 Implikasi Kebijakan

Pengujian secara keseluruhan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Terdapat
hubungan yang signifikan terhadap Belanja Modal dengan pengujian nilai
probability. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
dan Tingkat Kemandirian Daerah secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap
Belanja Modal. Karena Pada dasarnya penghasilan yang dihasilkan dari pajak,
retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain
didistribusikan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang
kemudian disalurkan ke berbagai Kabupaten/kota di Daerah melalui belanja
modal masing-masing guna untuk meningkatkan taraf hidup sejahterah, jika
masyarakat di daerah sejahterah maka Pertumbuhan Ekonomi Akan Meningkat.
Hal ini menjadi tolak ukur terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah melalui Belanja
Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang
mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah di terapkan di dalam setiap
daerah agar masyarakat lebih di perhatikan lagi yang mana kewajiban yang harus
di penuhi dan di laksanakan sebaik mungkin demi meningkatkan pembangunan
daerah yang memadai, ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga

dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang sejahtera.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan yaitu sebagai

berikut :

1.a Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan

Tingkat Kemandirian Daerah Secara Simultan berpengaruh signifikan
Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun

2010-2020 dengan koefisien Determinasi sebesar 0,81.

1.b Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tingkat

2.1

Kemandirian Daerah dan Belanja Modal Secara Simultan Berpengaruh
Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi

Jambi tahun 2010-2020 dengan koefisien Determinasi sebesar 0,33.

Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Secara Parsial Terhadap Belanja

Modal

Pendapatan Asli Daerah secara individual berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal dengan koefisien sebesar 0,52516.

Dana Alokasi Umum secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal.



d. Tingkat Kemandirian Daerah secara individual berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Modal dengan koefisien sebesar 5,22324.

2.2 Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus,
tingkat kemandirian daerah dan belanja modal Secara Parsial terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

a. Belanja modal secara individual berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar 0,00328.

b. Pendapatan Asli Daerah secara individual berpengaruh signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar -0,0077.

c. Dana Alokasi Umum secara individual berpengaruh signifikan Pertumbuhan
Ekonomi dengan koefisien sebesar 0,0011.

d. Dana Alokasi Khusus secara individual tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

e. Tingkat Kemandirian Daerah secara individual berpengaruh signifikan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien sebesar -0,30342.

3. Belanja modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2020.



1.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat
dirumuskan saran sebagai berikut :

a. perlunya dilakukan evaluasi kebijakan alokasi penggunaan dana
perimbangan, peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan
meningkatkan pendapatan pajak karena pajak daerah sebagai penerimaan
yang paling dominan untuk penerimaan PAD. Penerimaan pajak dapat
ditingkatkan melalui kebijakan yang memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian khususnya pada
bidang jasa, hotel dan restaurant serta industri pengelolaan dan juga
pertanian karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai yang paling tinggi
terhadap peningkatan PDRB di Provinsi Jambi.

b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat didukung dengan peningkatan
pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pengurangan ketergantungan dana
perimbangan harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat agar tidak
mengganggu kinerja pemerintah dan ekonomi dalam jangka panjang serta
penggunaanya sesuai dengan tujuan awal yaitu mengurangi kesenjangan
keuangan antar daerah dan bersifat sebagai pendukung untuk tujuan

pembangunan.
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LAMPIRAN



Lampiran 1 : Data Mentah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Melalui Belanja Modal

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kab/kota Tahun PAD DAU DAK | TKD | BM PE
KERINCI 2010 | 20,89 | 341,5| 4428 3,556| 76,58 5,89
2011 | 34,93 | 369,0| 4891 4,83 | 172,4 6,21
2012 | 32,00 | 4426 5652| 4,12] 1919 7,50
2013 | 57,60| 501,2| 60,81| 6,559 | 199,9 6,16
2014 | 61,63| 5454 5048| 6,75| 2015 9,07
2015 | 7046 | 550,8| 61,40| 6,08| 177,2 6,41
2016 | 65,00| 5947 | 231,3 72| 1983 6,72
2017 | 7424| 5947 162,7| 6,29| 2019 5,86
2018 | 80,23 | 589,2| 163,1| 6,24| 1919 4,93
2019 | 42,47 | 612,2| 1785| 3,18 | 286,7 4,23
2020| 9859 | 5703| 153,8| 6,41| 216,7 3,86
MERANGIN 2010 | 35,08| 352,6| 51,65| 6,32] 1022 7,85
2011 | 39,65| 416,1| 4634| 5,33| 1775 7,25
2012 | 30,11| 509,7| 46,65 3,65| 57,96 6,37
2013 | 44,40| 5652 51,81| 4,57 | 2121 6,45
2014 | 51,31| 633,7| 4933| 4,98| 2293 7.13
2015 | 76,95| 642,0| 7209| 6,97| 2912 5,40
2016 | 81,62| 7293| 301,9| 5,38 3407 6,22
2017 | 8669| 718,8| 1956| 6,18| 301,7 5,39
2018 | 8542 | 718,8| 2143| 6,57 | 2082 4,93
2019 | 106,22 | 742,3| 233,7| 6,86 2267 4,27
2020 | 9522| 7588 2474 6,75| 2747 0,83
SAROLANGUN 2010 | 27,28| 310,6| 41,87| 4,19 2105 8,09
2011 | 31,61| 352,9| 42,17| 4,49| 1859 8,77
2012 | 28,01| 419,8| 51,69| 3,43| 2195 8,49
2013 | 31,31 | 4726 4293| 3,44| 1995 761
2014 | 56,42 | 513,1| 4731 559 2286 5,20
2015 | 8537 | 517,7| 67,69 74| 2844 3,59
2016 | 64,28 | ©587,5| 211,7| 7,76 | 2339 4,26
2017 | 8551 | ©5831| 7466| 6,76 | 2473 4,68
2018 | 99,78 | 583,1| 1996| 9,05| 2152 4,80
2019 | 9460| 5995| 1951| 6,54 | 4149 4,65
2020 | 9543 | 611,9| 189,0| 5,44 | 247,7 -0,25




Lampiran Lanjutan 1 : Data Mentah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Melalui Belanja

Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kab/kota Tahun | PAD DAU |DAK | TKD |BM PE

BATANGHARI 2010 19,62 | 297,6 | 39,79 3,18 | 106,0 8,09
2011 35,73 | 344,8 | 31,43 5,05 | 106,1 9,54

2012 36,26 | 4279 | 32,01 4,52 | 215,6 8,35

2013 50,62 | 507,5| 49,68 4,77 | 255,7 6,48

2014 70,80 | 527,2| 28,21 6,84 | 241,6 7,56

2015 42,63 | 517,9| 13,08 4,45 | 156,6 4,27

2016 77,41 | 6109 | 158,1 6,78 | 172,2 4,65

2017 87,93 | 605,7| 1818 7,28 | 206,6 4,81

2018 112,0 | 605,7 | 155,9 8,08 | 148,2 4,83

2019 92,54 | 627,3| 1523 6,81 | 298,9 4,93

2020 164,6 | 642,2 | 237,6 8,58 | 150,5| -0,39

MUAROJAMBI 2010 16,85 | 307,1| 47,12 2,73 | 153,8 6,05
2011 28,22 | 370,9| 44,52 3,78 | 162,5 8,41

2012 36,39 | 458,3| 57,74 3,94 | 245,9 7,23

2013 48,53 | 543,5| 53,33 4,46 | 4259 7,15

2014 61,47 | 565,3 | 48,93 594 | 336,1 8,03

2015 51,99 | 572,6 | 5291 4,67 | 2989 5,25

2016 59,42 | 681,5| 240,6 4,92 | 268,55 5,49

2017 77,93 | 670,3| 157,4 6,04 | 368,2 4,95

2018 76,90 | 670,3 | 2024 6,62 | 292,3 5,01

2019 93,79 | 699,0| 180,5 6,16 | 322,2 4,95

2020 84,26 | 631,3| 1584 6,54 | 262,8 0,37

TANJABTIMUR 2010 19,78 | 239,7 | 49,29 2,45 | 282,8 5,78
2011 24,62 | 2815 8,33 2,92 | 276,9 7,36

2012 29,44 | 356,3 | 18,47 3,10 | 317,3 2,78

2013 30,97 | 430,4 8,07 2,97 | 364,2 4,57

2014 34,64 | 4559 | 16,30 3,36 | 339,2 5,81

2015 38,47 | 432,1| 1101 3,89 | 279,1 1,81

2016 3596 | 533,8| 143,5 3,81 | 3658 2,65

2017 76,78 | 533,2| 171,0 6,58 | 275,1 3,07

2018 73,17 | 540,2| 2104 4,09 | 3129 2,94

2019 53,92 | 564,4| 168,7 4,24 | 3289 4,21

2020 52,17 | 586,9| 198,55 4,37 | 229,2| -392




Lampiran Lanjutan 1 : Data Mentah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Melalui Belanja

Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kab/Kota Tahun | PAD DAU | DAK TKD BM PE
TANJABBARAT 2010 | 21,82 | 210,2 0 2,59 | 242,0 6,37
2011 | 4061 | 2794 0 3,69 | 235,9 7,64

2012 | 4461 3295| 3,75 3,30 | 271,9 4,95

2013 | 54,64 | 3879 3,55 3,46 | 457,7 5,73

2014 | 75,42 | 429,9| s540,7 4,90 | 586,4 6,41

2015 | 6804 | 3851 | 547 6,54 | 268,7 3,64

2016 | 83,01| 507,9| 157,3 6,87 | 225,1 3,14

2017 | 98,78 | 5066 | 121,0 6,56 | 418,0 4,48

2018 | 85,00 | 5066 | 147,2 8,59 | 419,6 6,77

2019 | 120,1| 536,22 | 163,33 6,29 | 697,2 5,01

2020 | 104,1| 5492 | 2451 7,09 | 353,9 -0,60

TEBO 2010 | 15,96 | 2856 | 39,98 3,00 | 199,4 5,96
2011 | 19,54 | 3249 | 42,57 3,30 | 162,1 9,07

2012 | 26,94 | 460,8| 34,16 3,74 | 208,7 7,70

2013 | 34,33 | 461,0| 41,95 3,88 | 271,8 7,63

2014 | 53,84| 509,4| 50,68 5,47 | 357,4 8,82

2015 | 62,32 | 507,2| 48,77 6,44 | 245,7 5,35

2016 | 63,43 | 580,0| 60,96 5,90 | 233,3 5,40

2017 | 6841 582,3| 1288 6,69 | 233,7 5,58

2018 | 72,82 | 582,3| 1398 6,63 | 258,9 4,98

2019 | 83,24 | 5983 1552 6,77 | 269,1 4,76

2020| 77,13 | 536,5| 138,0 6,77 | 139,8 -0,02

BUNGO 2010 | 46,76 | 311,8| 5557 7,17 | 160,1 6,73
2011 | 60,71 | 379,2| 48,63 8,16 | 118,7 9,74

2012 | 64,28 | 4564 | 40,23 7,47 | 103,0 9,65

2013 | 80,20 | 523,7| 54,33 7,65 | 246,9 9,02

2014 | 43,27 5796 | 61,14 4,20 | 195,2 6,74

2015 | 1053 | 580,9| 65,45 9,46 | 172,4 5,13

2016 | 118,7 | 641,6 | 103,0 9,77 | 110,6 5,39

2017 | 183,1| 6350 196,2 1,39 | 156,0 5,68

2018 | 137,7| 6351 201,4 9,73 | 203,2 4,65

2019 | 1403 | 656,1| 198,5 9,91 | 234,6 4,25

2020 | 153,3| 664,1| 202,5 9,69 | 153,9 -0,44




Lampiran Lanjutan 1 : Data Mentah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Melalui Belanja
Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kab/kota Tahun | PAD DAU | DAK | TKD BM PE

KOTAJAMBI 2010 | 72,60 | 379,2| 3223| 9,38| 88389 6,66
2011 97,84 | 4415| 34,67 | 10,18 | 1483 7,79

2012 113,1| 543,6| 40,01| 9,48| 2484 7,67

2013 149,0 | 626,3| 4853 | 11,36| 2709 8,50

2014 | 246,4| 6786 | 50,25| 16,89 | 295,6 8,18

2015 2639 | 6682 | 107,1| 16,96 | 384,8 5,12

2016 | 303,5| 727,6| 3351 | 16,91 4242 6,84

2017 | 397,3| 714,8| 189,9| 2429 4193 4,68

2018 | 3289| 714,8| 309,8| 19,31 469,3 5,30

2019 | 3934 | 757,4| 2206 | 21,01 4321 4,79

2020 | 403,5| 763,0| 261,8| 19,40 | 4443 -3,96

SUNGAIPENUH 2010 3,64 | 2483 | 32,88| 1,06| 64,09 6,47
2011 1435 | 257,5| 5055 | 2,72| 1414 6,36

2012 19,71 | 295,5| 18,72 | 3,31| 146,5 7,09

2013 2427 | 3445| 2750 3,57| 1929 8,45

2014 | 34,10| 3653 | 27,04| 554| 1580 754

2015 36,25 | 370,1| 40,22 | 4,74 1786 7,06

2016 | 38,89 | 4257 | 1541| 454 2121 6,51

2017 | 31,42| 4195]| 9037 | 421 1731 6,02

2018 | 42,62 | 4225| 103,2| 4,38 1947 4,88

2019 | 34,96 | 4479| 1045| 4,06 1765 5,05

2020 | 48,17 | 4596 | 1369 | 3,63| 1346 -0,16

PROVINSIJAMBI 2010 686,6 | 483,7| 20,03 | 37,29| 4659 735
2011 984,2 | 583,9| 24,73 | 40,47 | 5187 7,86

2012 995,8 | 731,9| 33,11 | 30,29| 6787 707

2013 1.064 | 836,6 | 53,33 | 29,72| 9379 6,84

2014 1.281 | 9483 | 49,35| 34,82| 818, 736

2015 1.241| 1.009| 57,95| 3443| 7913 421

2016 1.274 | 1,070 | 154,63 | 3525| 9455 437

2017 1.581 | 6.565| 1.669 | 34,47 | 8956 4,60

2018 1.495 | 6569 | 2047 | 34,01]| 784,7 4,69

2019 1.651 | 1.433| 1.067| 31,48| 866,5 437

2020 1.655 | 1.444 | 1.202| 31,85| 624,7 -0,44




Lampiran 1 : Output Eviews 8

Uji Nomalitas Belanja Modal

Series: Standardized Residuals
324 Sample 2010 2020
Observations 132

25

24 | Mean -8.61e-16
Median -3.468036

20 Maximum 2901129

154 Minimum -229.9961

Std. Dev. 76.47530
12 Skewness 0.741154
Kurtosis 5.968841

Jarque-Bera  60.56189
Probability ~ 0.000000

[ |
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Uji Normalitas Belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi

24
Series: Standardized Residuals
R Sample 2010 2020
201 L Observations 132
16 4 e Mean 335217
Median 0.060370
R Maximum 3.624267
129 Minimum 7.405324
Std. Dev. 2.057738
3 Skewness -1.053431
Kurtosis 4.810285
47 Jarque-Bera  42.43802
!_H_ﬂ Probabilty  0.000000
e LA I L L B I T T 1

Uji Normalitas Belanja modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

20

Series: Residuals
B Sample 1 132
16 4 | Observations 132
S Mean 4 4d4e-14

Median -47. 84857

127 Maximum 661 5006
Iinimum -222 6762
Std. Dew. 177.3479

8 Skewness 1.994995
Kurtosis T.029360

4 Jarque-Bera 176.8656
Probability 0000000
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Lampira 2 : Output Eviews. 8
Uji Chow Y1

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM_BM
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 7.146167 (11,116) 0.0000
Cross-section Chi-square 68.296306 11 0.0000
Uji Chow Y2
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_FEM_Y2
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 2.815176 (11,115) 0.0027
Cross-section Chi-square 31.475133 11 0.0009
Uji Hausman Y1
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM_BM
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Test Summary Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 8.668707 4 0.0499
Uji Hausman Y2
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM_Y2
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Test Summary Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 23.473833 5 0.0003




Lampiran 3 Lanjutan : Output Eviews.8

Fixed Effet Models Y1

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Least Squares

Date: 08/23/22 Time: 15:15

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 154.0339 31.65771 4.865605 0.0000
X1 0.525163 0.117546 4.467710 0.0000
X2 0.026084 0.021503 1.213045 0.2276
X3 -0.136889 0.079547 -1.720863 0.0879
X4 5.223240 3.327838 1.569560 0.0192

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.817202 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.793565 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 81.26955 Akaike info criterion 11.74663
Sum squared resid 766149.8 Schwarz criterion 12.09606
Log likelihood -759.2777 Hannan-Quinn criter. 11.88862
F-statistic 34.57211 Durbin-Watson stat 1.725143

Prob(F-statistic) 0.000000
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Fixed Effect Models Y2

Dependent Variable: Y2

Method: Panel Least Squares

Date: 08/24/22 Time: 20:34

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.394150 0.938766 8.941682 0.0000
Y1 0.003286 0.002509 1.309478 0.0330
X1 -0.007756 0.003439 -2.255288 0.0260
X2 0.001170 0.000585 2.000280 0.0478
X3 -0.003906 0.002177 -1.794396 0.0754
X4 -0.303425 0.090881 -3.338695 0.0011
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.335130 Mean dependent var 5.479697
Adjusted R-squared 0.242626 S.D. dependent var 2.523607
S.E. of regression 2.196225 Akaike info criterion 4.531063
Sum squared resid 554.6917 Schwarz criterion 4.902333
Log likelihood -282.0502 Hannan-Quinn criter. 4.681930
F-statistic 3.622880 Durbin-Watson stat 1.781745
Prob(F-statistic) 0.000026
Model Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 09/06/22 Time: 08:30
Sample: 1132
Included observations: 132
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 339.4004 37.15946 9.133622 0.0000
Y2 -9.225151 6.163573 -1.496721 0.1369
R-squared 0.016940 Mean dependent var 288.8494
Adjusted R-squared 0.009378 S.D. dependent var 178.8694
S.E. of regression 178.0287 Akaike info criterion 13.21680
Sum squared resid 4120246. Schwarz criterion 13.26048
Log likelihood -870.3089 Hannan-Quinn criter. 13.23455
F-statistic 2.240175 Durbin-Watson stat 0.376373
Prob(F-statistic) 0.136890




